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ABSTRAK

‘Nama : Radinal Husein
Program Studi : llmu Kesehatan Masyarakat, Kebijakan dan Hukum Kesehatan
Judul . Studi Evaluasi Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Pada Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan
Kepulauan Terhadap Capaian Indikator Kinerja Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota

Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan
permasalahan ketenagaan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya
di Daerah Tertinggal Perpa auan (DTPK). Penerapan dan pencapaian
indikator kinerja P esehatan sangat berkaitan dengan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) disebutkan
bahwa sub sistem sumber daya manusia kesehatan sebagai pelaksana upaya
kesehatan, perlu mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta

terdistribusi secara adil da®macrata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan
kesehatan. (RiggpPsg )N B ketersediaan tenaga kesehatan di
Puskesgaas \ astidak memiliki tenaga dokter,
39,4 3 WK ¢ j perawat, dan 1,2% tidak

' ga b N 3 as aSia tidak memiliki tenaga

\""'ﬂ ¢ mili a 05,6% i iliki tenaga promkes.
\; ediaan tepaga kesehatan da W jdmlah juga terjadi

Mdngan da 1S1, dimana, P aga masih belum

' ar sa ilayé an \) ah 13
Yaan Dokter gnasi J an dihwilayah Ing

wn PapuafBaralhs: 6' DAL 6 persen Puskesmas yang

Jiaerah te dimana 1 n dari Puskesmas

tal mantan Barat, dan

4@u \Lw,}" Hter seharusnya tidak

.r..,.‘ nasiiRifaskes, 2011).

\u-mu-‘ﬂw pBrdhg Tertingaal’ Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK) me n‘/ Dé V‘l \?- pDisahkan dari kebijakan rencana
pembangunan kesehatan. Interian Kesehatan melalui Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 758/ MENKES/SK/IV/2011 telah menetapkan Kabupaten,

Kecamatan dan Puskesmas di Perbatasan Darat dan Pulau-pulau Terluar

Puskesmas tanpa

ur, khususnya di

Berpenduduk Yang Menjadi Sasaran Prioritas Nasional Program Pelayanan
Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan. Pada Kepmenkes
tersebut ditetapkan 45 Kabupaten sebagai sasaran prioritas nasional program
pelayanan kesehatan di DTPK (RI, K.K, 2011).

1 Universitas Indonesia
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Distribusi tenaga kesehatan yang masih belum merata, khususnya di
DTPK pada umumnya derajat kesehatan masyarakatnya jauh lebih rendah
dibandingkan daerah lainnya, dimana pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
027 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
terlihat bahwa 90 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam DTPK juga termasuk
dalam Daerah Bermasalah Kesehatan. Hal ini menandakan bahwa Indeks
Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di wilayah tersebut cukup rendah

atau memiliki nilai IPKM digftara rerata sampai dengan -1 (minus satu) simpang

baku, tetapi me

D Pendataan Status Ekonomi/PSE) di atas
rerata (R,
pri perhatian besar pada isu
alkan pada pemerintah
enkes/PerXt/ 2 nggal 28 Nopember

Khusus Sumber

pencil, tertinggal,
pulayagulau K ar, tidak di [2Wan cana/mengalami
dan konflil¢ sos ana@pada tahun terian Kesehatan

telaha€nempatka ]‘t a0je ang terdmy at, sanitarian dan

ISOnis ke 3 : { akat sal di 12 propinsi
201 gka Aeipatan Peg ek Tetap (PTT) per

T yang masih aktif
dert!! w,wﬂm-w ia biasa, terpencil dan

sanga ale IR €. dokter 2.652 orang, dokter
gigi 800 O¥e v 2012). Banyaknya jumlah PTT
yang ditempatkan terseb aflya kontribusi dari Pemerintah Pusat tapi juga
dari Pemerintah daerah karena melalui Kepmenkes Nomor 1540 tahun 2002 Pasal
12 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain dimana
pemerintah daerah dapat melakukan pengangkatan tenaga medis sebagai Pegawai
Tidak Tetap (PTT) daerah provinsi/kabupaten/kota untuk daerah terpencil/sangat
terpencil dan daerah biasa (Anna, 2012).

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah

berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh

Universitas Indonesia
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Pemerintah, hal ini sesuai dengan ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) vyang diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No.
100/756/0TDA/2002, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
No. 65/2005 tentang SPM yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota
dalam penyediaan pelayanan publik. Pelaksanaan SPM bertujuan agar penyediaan
pelayanan kepada masyarakat mampu memenuhi ukuran kelayakan minimal.
Dalam bidang kesehatan, Departemen Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomer 741 tahug@2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di Kabug Kot ifimerupakan tolak ukur kinerja pelayanan
kesehatap W (Kabupaten/Kota. SPM  Kesehatan
S | jenis pelayanan beserta

008).
rget SPM Kesehatan
bna sesuai dengan
~Bidang Kesehatan di
ota gimana pasal aya SEDU Lk penyelenggaraan
kesehatan®ses K@sefatan dila tenaga kesehatan

Wengan fikas ompstensi yangW Atas dasar hal
ebut, denga il &l lah, jen asi dan distribusi
kes ot pelayana +11 yrang, maka perlu

A((é/ : )‘.\ terhadap pencapaian

‘ incriasdarinSPN Khususnyas skes yang menjadi sasaran

priorita al progre aNa R, KESe

12 Rumusal
Permasalahan jenis, JUmlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan

merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan
kesehatan khususnya di DTPK. Pemerintah memberikan perhatian yang besar
terhadap DTPK diantaranya ialah dengan dikeluarkannya Kepmenkes Nomor
758/MENKES/SK/IV/2011 yang telah menetapkan 45 Kabupaten sebagai sasaran
prioritas nasional program pelayanan kesehatan di DTPK. |

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Kabupaten/Kota berpedoman
pada SPM bidang kesehatan. Penerapan dan pencapaian indikator kinerja SPM
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bidang kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Atas
dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan studi evaluasi ketersediaan tenaga
kesehatan di Puskesmas Kabupaten/Kota DTPK terhadap capaian indikator
kinerja dari SPM Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran prioritas nasional
program pelayanan kesehatan.

1.3  Pertanyaan Pendlitian
1. Bagaimanakah gambaran jumlah dan jenis tenaga kesehatan di

Puskesmas Kak RDTPK?
% or kinerja SPM Kab/Kota di DTPK

adaan program wajib

h ' > Ak (jJumlah dan jenis)

Srhadap kel figKapaIl keberadaar progran
p/Kota di | "
Apak a hu

programdWajib as @hadap rata-r8 an indikator Kinerja
SPM Kab/ K8 4”v r zx‘!l.ll'i

aan program wajib

.Nlllmml pr kinerja SPM Kab/Kota di

b Puskesmas di

Aan fakipe tenaga ah dan jenis) dan

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Diketahuinya gambaran jumlah dan jenis tenaga kesehatan di
Puskesmas Kabupaten/Kota DTPK

2. Diketahuinya rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di
DTPK |

3. Diketahuinya rata-rata kelengkapan keberadaan program wajib
Puskesmas di Kab/Kota DTPK
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4. Diketahuinya hubungan antara faktor tenaga kesehatan (jumlah dan
jenis) dengan keberadaan program wajib Puskesmas

5. Diketahuinya hubungan antara faktor tenaga kesehatan (jumlah dan
jenis) dan keberadaan program wajib Puskesmas dengan rata-rata
capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK tahun 2011.

15 M anfaat Pen€dlitian

1.5.1 Manfaat Aplikatif

menjadi sumbangsih khususnya kepada

erian Kesehatan, dan umumnya

Penelitia :
Pemerin Q P aMe

da : W"

v bidang akademis,

Yalam penelifian todologT penelitid uasi ketersediaan

serta_dalageapaian ""- Kal ri Pusat Data dan
G(( S/ )m pada bulan Juni-Juli

3 wmsrm.mwr abtipaten/Kota yang ada di
DIP
faktor-fakt®
berhubungan

Wesehata 81 esiha Ii bersifat Reantitatif@élilakukan dengan
rtmakan d : Jai'l fasilitas‘e ghatah (Rifaskes) tahun

pertujuan untuk mengetahui
program wajib Puskesmas yang
dengan dikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011.
Adapun pengkajian dalam penelitian ini meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah

dan jenis) dan faktor keberadaan program.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TenagaKesehatan
2.1.1 Pengertian

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan
profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan

maupun tidak, yang un jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam

melakukan upa Dalam Sistem Kesehatan Nasional
(SKN)

tata 3 g ol : pendidikan dan pelatihan,

Rsistem SDM kesehatan, yaitu

saling mendukung, guna

g setinggi-tingginya

6 ,mengatur tentang

okter dan

wat daM
Doteker, An asi dan Asisten

B\

iologi Kesehatan,
atan, Mikrobiologi

Penyuluh Kesehatan,

Inistrator Kesehatan, Sanitarian.

e. Tenaga Gizi : Nutrision dan dietisian.

f. Tenaga Terapan fisik . fisioterapis, okupasiterapis, terapis wicara.

g. Tenaga Keteknisian Medis  : Radiografer, Radioterapis, Teknisi gigi,
Teknisi Elektromedik, Analis Kesehatan,
Refraksionis, otorik prostetik, Teknisi
Transfusi Dan Perekam Medis.

Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan

profesi dan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan, yang
Universitas Indonesia
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terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya yang bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan profesi adalah tenaga
kesehatan yang telah melalui pendidikan vokasi atau pendidikan akademis dan
profesi di bidang kesehatan. Sedangkan tenaga kesehatan non profesi adalah
tenaga kesehatan yang telah melalui pendidikan vokasi, pendidikan akademis
tanpa melalui pendidikan profesi dalam bidang kesehatan. Tenaga
pendukung/penunjang kesehatan adalah setiap tenaga yang telah memiliki ijasah

pendidikan vokasi atau pep@idikan akademis dan profesi pendidikan di luar

kesehatan dan menda ol bidang kesehatan sesuai keahliannya serta
tenaga laj al inamsdihhidang kesehatan sesuai dengan

W / kung  penyelenggaraan

’/o angat._penting” | keberhasilan dan
grganisasi. Ke am pemilihag ' &ng pengelolaan dan

gan S 0rganisasi merupe kung sasi untuk dapat

bang di magditepa ; kar B itu, pere gka panjang tentang

jenis da tuhkan ole Wsakit untuk dapat

wyang berhubungan

--- o TTe (% W} ¥80_0rang-orang. Hal ini berarti

2j@men. Manajemen SDM

Wab tantang 004)

mengatUkgetal T i RepeddWalan yang mencakup masalah-

masalah sebaga
1. Menetapkan jumlah, KUalitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif
sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job
specification, job requirement, dan job evaluation

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan
asas the right man in the right place and the right man in the right job

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dah

pemberhentian
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4. Meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa yang akan
datang

5. Memperkirakan  keadaan  perekonomian pada umumnya dan
perkembangan perusahaan pada khususnya

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan
pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis

7. Memonitor kemajuan teknis dan perkembangan serikat buruh

8. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan

9. Mengaturp ik vetikal maupun horizontal

10. apgonnya.

ebutuhan pegawai ialah
erja yang diperlukan
acam pekerjaan yang

ganisasi.

) ¥ estimasi terhadap
ampilan dan ™ Vangdibutuhkan untuk

an pelaya (llyas, 2004)
V(etenaga ﬁ |a aat ini

pan, dist by i c gan profagi. &h tenaga kesehatan

mencapad /" gikan dls{M kurang merata,

( )ml gan profesi yang masih

hal .rnm'm.... pert afellain melalui perumusan

perbagai masalah

kebijal @ encahaan kebutuhan tenaga,
pendidika o \i enaga. Dalam implementasinya
kebijakan tersebut ..- paitk secara positif maupun negatif oleh
lingkungan strategis antara lain pelaksanaan desentralisasi, kemampuan fiskal
daerah dan keaadaan geografis suatu wialayah cakupan. Jika kebijakan dan
implementasi berjalan dengan baik maka diharapkan berbagai permasalah
kesehatan, teutama berkaitan dengan jumlah dan jenisnya yang mencukupi,
distribusi semakin baik, dan kualitasnya meningkat serta pengembangan profesi
yang tertata. Dampak dari kebijakan yang diharapkan adalah pelayanan kesehatan
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yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memperbaiki status kesehatan
masyarakat (Bappenas, 2005).

2.1.3 Gambaran Umum Kebijakan Ketenagaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 mengenai Pembagian
urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur pula mengenai pembagian urusan
pemerintah Bidang Kesehatan (RI, 2007). Khusus untuk subbidang Sumber Daya

Manusia Kesehatan dite i1 glan urusan sesuai dengan tabel 2.1 berikut:

plam Sub-Sub Bidang
an sesuai PP 38/2007

Palner intahan Daerah
abupaten/K ota

aatan tenaga kesehatan

crdayagunaan tenaga

skala
..... Aten/kota
aan dan_Pe -- N - 3 K an teknis skala
4 'E ' ) )‘ "{’l paten/kota
e .
Registras "’l, @ "a\nyw asi | Registrasi, akreditasi,
sertifikasi / \ kala | sertifikasi tenaga kesehatan
skala Nasionad DIOVIQ 113 peraturan | tertentu skala kabupaten/kota
peraturan perundang- 8 dang-undangan sesuai peraturan perundang-
undangan undangan
Pemberian izin tenaga | Pemberian rekomendasi izin | Pemberian izin praktek tenaga
kesehatan asing sesuai | tenaga kesehatan asing kesehatan tertentu
peraturan perundang-
undangan

Sumber: Buku Standar Tenaga Kesehatan DTPK, Pusrengun SDMK

Peraturan Pemerintah (PP) ini tidak mengatur secara tegas mengenai
wewenang rekruitmen tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang diluar
jalur PNS. Disebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengelola tenaga
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kesehatan strategis. Terkait dengan hal ini, Pemerintahan Provinsi berwenang
dalam penempatan tenaga kesehatan strategis dan pemindahan tenaga tertentu
antar kabupaten/kota skala provinsi. Pemerintahan Kabupaten/Kota hanya

berwenang dalam pemanfaatan tenaga strategis tersebut.

2.2. Puskesmas
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah suatu unit pelaksana

fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat

pembinaan, peran serta mas at dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan

kesehatan

e nggarakan kegiatannya secara
meny i } jaela suatu masyarakat yang
dkk, 2009).
s . j esehatan Nomor
aQ ~ it pelaksana teknis
) -L,._TM en/Kota yang i-m,w.r/ enyelenggarakan
bangLiaah kesehata ayah kerJe S
t Pela

ebagai uni ela inas Kesehats paten/Kota (UPTD),
puskesma ] ’e arakan s ri tugas teknis

operasiona abupaten/ merupakan unit

. *{u e

Peibanganai @ AlalpemLleRggaraan upaya kesehatan oleh
bangsa : \.nl!‘/ pkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sefat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

ngunan kesehatan di

masyarakat yang optimal.

3. Penanggungjawab Penyelenggaraan
Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan
kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, sedangkan Puskesmas bertanggungjawab hanya sebagiah
upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.
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4. Wilayah Kerja
Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan,
tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas,
maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan
memperhatikan keutuhan konsep wilayah (Desa/Kelurahan atau RW).
Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab
langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Puskesmas dibang enyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar,
menyeluruh_gdaffe; y 1 at yang tinggal diwilayah kerjanya.
Progrg : 3P Uskesmas merupakan program
oleh Pemerintah untuk

adydot 3 | pgram khusus untuk

Orut Keputusa 3 csehata por-r284vlenkes/SK/11/2004,
1skesmas adalah sebaq: ikut:

Busat peng a‘p : awasan

Puskesm 2 mengge dan  memantau

‘pen clenggakac Feahiala sektoM oleh masyarakat
d - ! b)» ‘a berwawasan serta

gk .mrnn-. g itu puskesmas aktif

dart penyelenggaraan setiap
a. Khusus untuk pembangunan
kesehatan, upaya o akukan puskesmas adalah mengutamakan
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
2. Pusat pemberdayaan masyarakat.
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat,
keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran,
kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk

hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan
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termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan
memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan,
keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan
kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatangtingkat pertama yang menjadi tanggungjawab

puskesma

pelayanan yang bersifat

) d
pemuli . gehatg M" anpa  mengabaikan

Iharaa i yakit. Pelayanan
uskesmas tertentu
t
Pelayanagikese asyakaka

amhah deng inap
v Pelays ﬁs A asa tadalahng bersifat publik
(publ 504 j tama mewe an meningkatkan
‘ chakai n 2N Peiyaki tanpaMikan penyembuhan
( 3 )ﬁk : esehatan masyarakat
ersehut  anta .r—ﬁ-. wkese nberantasan penyakit,
@\ I, peningkatan kesehatan
t/ atan jiwa serta berbagai program

kesehatan ma

enyembuhkan penyakit

U

2.2.2 Upaya Kesehatan Puskesmas

Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni
terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia  Sehat, puskesmas
bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasionall
merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut
dikelompokkan menjadi dua (Keputusan Menteri Kesehatan, 2004) yakni:
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1. Upaya Kesehatan Wajib
Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang
mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan
masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap
Puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut
adalah:

a. Upaya Promosi Keg@hatan

b. Upaya Kesg

pluarga Berencana

itMenular

ah upaya yang ditetapkan

gsarkaaeperme esehatan yangMBiieITKanddil masyarakat serta

ang diseSugikan k@mampuan | paya kesehatan
Vengemb rii da (ﬂt paya keW puskesmas yang
telah ada il

/.

< {Ew s »

—7 | @

f. Upaya Kesehatg

g. Upaya Kesehatan Mata
h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

I. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta
upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini

merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya
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pengembangan puskesmas. Perawatan kesehatan masyarakat merupakan
pelayanan penunjang, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan
pengembangan. Apabila perawatan kesehatan masyarakat menjadi permasalahan
spesifik di daerah tersebut, maka dapat dijadikan sebagai salah satu upaya
kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula
bersifat upaya inovasi, yakni upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas
yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini

adalah dalam rangka mempeuepat tercapainya visi puskesmas. Pemilihan upaya

kesehatan pengembas akuRan, oleh puskesmas bersama Dinas Kesehatan
Kabupate d afmasu kan dari BPP. Upaya kesehatan
peng 2 jla apals ok wajib puskesmas telah
prta peningkatan mutu
ngembangan pilihan

/iK0ta. Dalam keadaan
pula ditetapkan

gasaimoleh esehatan Kall LS O3 putusan Menteri

, 2004)"
P ‘

an Minima PN\ diatur dalam surat

' ‘ ML
Ketentua
!£ .f \ “" 802 "Kemudian diatur lebih

(ahe atura -v-‘ gfuan tentang SPM yang

| af@®penyediaan pelayanan

publik. mmﬂﬂ gdaeralalllsditandai dengan disahkannya
Undang- Unda \Q\.‘,’/ g rtnya diperbaharui dengan Uundang-
Undang No0.32/2004, ternyata

berbagai bidang. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kewenangan antardaerah

Standar

makin memperlonggar kewenangan daerah dalam

yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Wacana ini menuntut pemerintah
pusat tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat Indonesia secara
keseluruhan, sehingga untuk menjamin hal itu, pemerintah pusat membuat
kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang No. 32/2004  disebutkan Pemerintahan Daerah

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
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Kemudian Pasal 11 ayat (3) menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Luasnya cakupan pelayanan
dasar, sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Sehingga
perlu adanya pengaturan standar pelayanan, paling tidak dalam kategori minimal
dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk

mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan

usaha vyang diberikan p@merintah dan/atau pemerintah daerah dalam
meningkatkan Kesej ; : akat,_ SPM merupakan tolok ukur untuk

menilai k o ar._kepada masyarakat di bidang

mum dan layanan publik

memiliki kekuatan
jkan dengan baik.
C ntuk mengetahui

keheghasila ijaka 2enCTaDaSP M di lingkungan
pemerintah glaer@lil se€ara Kglembagaan dan dikendalikan

W’gubernur aﬁi 3 di daerdigfdekonsehitrasi). Banyaknya
dari ma : i istem moRitOMRAEMPEMerintah terhadap
?pan D Mt~ Dl Mgaitoring da asi ini seharusnya

TS\ e

"'nm‘,ﬁmnmwf akel dapat diambil sanksi

“.' Mtarget pencapaian SPM bagi

aten ataupun kota di seluruh Indonesia sudah

(Khoz

pemerintah daerah di s
lama diserukan, namun belum semua pemerintah daerah memenuhi kewajibannya
tersebut. Selain mereka belum paham sepenuhnya tentang konsep SPM ini,
mereka juga memiliki kendala dalam penyusunannya, seperti penentuan indikator
maupun masalah dana. Hanya saja beberapa daerah sudah mulai menyusunnya.
Meskipun belum semua bidang dapat disusunkan Standar Pelayanan Minimalnya
(Khozin, 2010).
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Dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional disebutkan bahwa pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di
pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional
di bidang kesehatan. Otonomi fungsional yang dimaksud ialah pengelolaan
kesehatan dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di
bidang kesehatan.

Agar pelaksanaan SPM di Kab/Kota dapat berjalan dengan standar

pemerintah mengeluarkan Pghmenkes RI No 741/Menkes/Per/\V11/2008 tentang

SPM Bidang _Ke paten/Kota.  Yang dilanjutkan dengan
dikeluarka g eputusan Menteri Kesehatan RI
k < ) eknis Standar Pelayanan

ANC g aSehatan tersebut meliputi

10 — Tahun 2015:

L Tahun 2015;
akupan ko kebidapan Ve hitddani@80% pada Tahun
2015;

Cakug ro; o. nolehtWanyang memiliki
Q‘: AN V\

Cakur mﬁnmnm_‘.,.-' ang) ditangani 80% pada

9010 Q
r/ SR Ahun 2010:

7. Cakupan Désa an Universal Child Immunization (UCI) 100%
pada Tahun 2010;

8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24
bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada Tahun 2010;

11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada

Tahun 2010;
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12. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada
Tahun 2010;

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada
Tahun 2015.

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% pada Tahyg2015;

dagurat level 1 yang harus diberikan sarana
QIR0 % pada Tahun 2015.

9 gan Kejadian Luar Biasa

B vyang dilakukan
o7 <24 T , n 2015.

Si e ClaVadl G i .
akupamDesa tif 80% \A!Lb

Vﬂenerapa bp apa n" ator kinget SPM sangat
an denga c atan dim ermenkes no 741
008 e @/ \b di_Kabupa a disebutkan dalam

esuai SPM kesehatan

4-.w“g.sil’“‘nils\wr" A dan kompetensi yang

24  Evalu
2.4.1 Ruang Lingkup EvalUasi
Evaluasi merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran dan
pengembangan indikator; oleh karena itu dalam melakukan evaluasi harus
berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan
ditetapkan. Evaluasi juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa
lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatU
proses yang berkelanjutan, evaluasi menyediakan informasi mengenai Kinerja

dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran (Notoatmodjo, 2003).
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2.4.2 Tujuan Evaluasi
Evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Membantu perencanaan di masa yang akan datang.
b. Mengetahui apakah sarana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya.
c. Menentukan kelemahan dan kekuatan daripada program, baik dari segi

teknis maupun adwinistratif yang selanjutnya diadakan perbaikan-

perbaiks
a mengevaluasi apakah cara
isa dilanjutkan, atau perlu

dari _pSONSer(per atau swasta), berupa

Naterian

A JiKa 19° as .\ n me berikan kepuasan
an rasaabang a pagaastaf, I QIETUoMOAD mereka bekerja

o)

lebih dgtat dagi.

A
Tujuan p Y.

ann maka ia 2kai mengubah perily Mlibarak dkk., 2009).

ukan penilaian di
teori dinyatakan
Jgn u berhasil mengubah
Aty anajemen bartujuan untuk

memperta A : N anaan dari suatu perencanaan,

sekaligus mengukur seo% ungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan
memakai ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu perencanaan. Penilaian adalah suatu upaya untuk mengukur member nilai
secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.
Tujuan utama dari penilaian adalah agar hasil penilaian tersebut dapat dipakai

sebagai umpan balik untuk perencanaan sebelumnya (Muninjaya, 2004).
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2.4.3 Tipe Evaluasi
Evaluasi menurut Pietrzak (1990), ada 3 (tiga) tipe jenis evaluasi, yaitu
evaluasi input, proses, outcome atau hasil.
a. Evaluasi input
Evaluasi input difokuskan pada elemen-elemen input yang ada di
dalam program yang mencakup staf, partisipan program, sumber daya
program, dan layanan-layanan lain yang mendukung jalannnya

program. Elemendelemen ini merupakan “bahan mentah” dari suatu

prograp.
uk mengidentifikasi elemen-
eberapa baik elemen itu

asi lainnya.

) dlio yang melibatkan

” A af, yang mana aktifitas
2rsebuteadala I peneapaia ; Dalam evaluasi
proses Kit@d melifiat S€beraga Daik pemDd , apakah layanan

v yang tg ﬂa 4 sw' Rogan apaya dilakukan.
(c. Eval O

Femigtizak (1990 kan pada evaluasi

)w). atu program terhadap

o ayananr-cCiptents). sHa apakah program telah

' “’Tw -\ yang telah direncanakan di
al” se dampakiya b argelpPenerima layanan, dalam hal ini

klien.
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25 Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan K epulauan

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 949 tahun 2007, daerah terpencil dan
sangat terpencil didefinisikan sebagai daerah yang sangat sulit dijangkau karena
berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan,
dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

Berikut ini adalah kriteria terpencil dan sangat terpencil menurut Kep
Menkes Nomor 949 tahun 2007 dan Permenkes 1239 tahun 2007 tentang Kriteria

Sarana Pelayanan Kesehatandierpencil dan Sangat Terpencil (RI, D.K. 2007).

{

V ‘

o’ N/
Y, g
—1 @ \X—
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Tabel 2.2
Kriteria Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil Berdasarkan Kep Menkes
Nomor 949 tahun 2007 dan Permenkes 1239 tahun 2007

Kriteria Daerah Terpencil Daerah Sangat Ter pencil
Letak Geografis Berada di wilayah yang sulit | Berada di wilayah yang sulit dijangkau
dijangkau
Pegunungan, pedalaman, dan rawa- | Pegunungan, pedalaman, dan rawa-rawa
rawa

Rawan bencana alami baik gempa, | Pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir

longsor, maupung Gp Berada di wilayah perbatasan Negara lain,
baik darat maupun di pulau-pulau kecil

yang umum  digunakan
a) rutin maksimal 1 (satu) kali

Ir’ ang pergi lebih dari 8
r/ tasi dengan pesawat
%’ﬁml me okasi

da sewaktu-waktu
im/cuaca  (Seperti
g, dan lain-lain)

Akses transpor ‘

S0S Kesuli ) itan pémenuharifbahan pokok

w
Kond Sainar Kondisi keagnane
v Peraturan“Menterj - omor 1239 tahun 206 bahkan :
r,. ALamE - - ailgey N0 WOErAta, pada daerah-daerah yang tidak
( neil atav ‘&v pagaimana dimaksud pada
. 3 e kebutuhan tenaga medis
ana pelayanan kesehatan

2 l'

/ |maksud pada ketentuan point 1 di
hatan yang sulit di dalam pemenuhan
kebutuhan t ‘ erutama dokter spesialis dengan berbagai sebab.

3. Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada point 2 adalah dalam
rangka pemenuhan kebutuhan tenaga medis, terutama dokter spesialis

Tambahan Bagi Puskesmas, penetapan kriteria terpencil dan sangat terpencil ditentukan dari
jarak ibukota kabupaten ke lokasi puskesmas

Bagi sarana pelayanan rujukan penetapan kriteria terpencil dan sangat terpencil
ditentukan dari jarak ibukota propinsi ke lokasi sarana rujukan

Bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya penetapan kriteria terpencil dan sangat:
terpencil ditentukan dari jarak ibukota kabupaten ke lokasi sarana pelayanan
kesehatan lainnya.

Sumber: Buku Standar Tenaga Kesehatan DTPK, Pusrengun SDMK
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BAB 3
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP
DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 KerangkaTeori
HL. Blum menyebutkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh 4
(empat) determinan kesehatan, yakni Perilaku Kesehatan, Genetik, Lingkungan,

dan Pelayanan Kesehatan. S@Bagai salah satu upaya untuk meningkatkan status

kesehatan mg pelayanan kesehatan, pemerintah

menge lug : ' agg Standar Pelayanan Minimal

ditentukan oleh banyak
a, lain. Keberhasilan
jartha 2009) :
Pagar implementor
cilja juan dan sasaran
¥jakan (tar ord Jingda akan menge orsi implementasi.
abila tuj & syailuSKebijakan t tau bahkan tidak

etahui s3 sasaran; emungkinan akan
daid keiomp

C ja- A_ C G G aodlal]
h. '-~- , walavpun isi kebijak? "‘ "asikansecarajelasdan

) lﬂﬂlh‘mullll:lll’ N sumber daya untuk

]..’-fﬂ _
7@,

alan efektif. Sumber daya

tersebut™dq paftiSia, yakni kompetisi implementor,

dan sumber daya fiR@meidl. Sumber daya adalah faktor penting untuk
implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya
tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh
implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan

97 Universitas Indonesia

Studi evaluasi..., Radinal Husein, FKM Ul, 2013



23

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak
efektif,

d. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP
(standard operating procedures). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkandpengawasan dan menimbulkan red tape, yakni

; i, dan kompleks. Ini pada gilirannya
ksibel.
aya St ') ementasi suatu kebijakan
. L

prosedur Dbi

eSehatan nomor 36 tahun
Pngatur perencanaan,

1, p SalPalitl tenaga kesehatan
}, N : pelays X IKetentuan  mengenali
DETELG tenaga flalarabenye araan _pdldanan kesehatan

a diatu am B¢ an Renerintah N un 1996 tentang

ten esehata I %a bahwa nasional tenaga
an disus 1 i hktor:
Jenl pe U'm + Qi - an oI rakat.

dan  jumla ..-mw.rw. sestii dengan kebutuhan

| “"". )
3.2 Kerangka Kon

Dengan mengacu pada terori diatas yang menempatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatu kebijakan serta melihat Peaturan Pemerintah Nomor 32 tahun
1996 bahwa perencanaan tenaga kesehatan nasional harus memperhatikan jenis
dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan
maka peneliti mecoba menggambarkan kerangka konsep melalui pendekatan

sistem yang terdiri dari elemen input, proses, output, dampak, umpan balik dan
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lingkungan. Dimana pada penelitian ini peneliti mencoba melihat evaluasi pada
elemen input, yaitu tenaga kesehatan dengan melihat pada kecukupan jenis dan
jumlah serta elemen output dengan melihat dari rata-rata capaian indikator kinerja
SPM. Atas dasar hal tersebut, peneliti menggambarkan kerangka konsep

penelitian ini sebagai berikut:

‘

V ‘

o’ )
Y, N
—1 0 N
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Lingkungan — <= Genetik

Status Kesehatan

i Pelayanan Kesehatan | ——— <— Perilaku Kesehatan

.

Sumber: HL. Blum

/

Input o Output \

- Organisasi - Utilisasi

- Peraturan/ (outreach)
kebijakan : Target

pelayanan

(=N e /”\‘5).\
=4 T @~ O \’\

Output

Rata-rata capaian
indikator kinerja SPM
Kab/Kota DTPK

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Studi Evaluasi Kecukupan Tenaga di DTPK
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3.3  Definis Operasional

1. Rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota DTPK
Definisi:
rata-rata dari keseluruhan capaian indikator kinerja pelaksanaan SPM
tahun 2011 tiap Kab/Kota sesuai dengan Permenkes Nomor
741/Menkes/Per/VI11/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di
Kab/Kota, yang terdiri atas 18 indikator, yaitu:
- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4;

Cakupan komplikasi kebidanan;

Cakupang g persalinan oleh tenaga kesehatan yang

lﬂ/ g unization (UCI);

@ . MBEFla i c an AgPASIpada anak usia 6 -
Cakupan™ puruk mendapa v

Cs an P an kesehatan sie gkat;
- Cakupan pasertafikB akiif;

. / - Cal a&p dan\PBpangananagiderita pehyakit;

- han pelayan el dasar mas iskin;

‘ - C8 | an rujukaMsyarakat miskin;
( r SeE [*‘.’\‘ A3 ,} eve\ arus diberikan

C3 ..ﬁ/ \1..- peagalampkieB, yang dilakukan

Rata-rata \"H'/ grKinerja SPM kab/kota x:

= % indikator 1 + %indikator 2 +

g ditangani;

.............. + %indikator 18

18
Skala ukur : Rasio
Hasil ukur . Persen
Sumber data : Pusdatin, Setjen, Kemenkes RI
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2. Jenis Tenaga Kesehatan
Definisi:
Jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sesuai dengan PP 32 Tahun
1996 tentang tenaga kesehatan, yaitu:
- Dokter umum
- Dokter gigi
- Apoteker
- Teknis kefarmasian
- Perawat
- Bidan
- Perawat gigi
Sanitarian
Tenag

aga kesehatan diluar

an yang ada di

tenaga ke
nisi:
oporsi salaji¥satu nagaakesehatan d eluruh tenaga

sehatan ydlg adaie i 4skes
Cara ukug .J Qt ari tenagMang ada di
( lah selu‘ esehatan yang

@ Vngan Permenkes No 128

- Upaya pro ,- atan
- Upaya kesehatan lingkungan
- Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
- Upaya perbaikan gizi
- Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- Upaya pengobatan
- Cara ukur
= upaya kesehatan wajib yang ada di Puskesmas x x 100%
upaya kesehatan wajib di Puskesmas (6 program)
- Skala ukur : Rasio
- Hasil ukur . Persen
- Sumber data : Rifaskes 2011
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BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penéelitian

Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti desain studi
yang dilakukan oleh Riset Fasilitas Kesehatan tahun 2011 yang dilakukan oleh
Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Dalam survei tersebut

digunakan desain studi potga@abintang (cross sectional), dengan tujuan mengukur

suatu variabeLpag® Bai.cara Wwawancara, observasi langsung

/ aktor penentu terhadap
ala aj@mindikator kinerja SPM

dan pem

lan dilaku Puskesma: 5 Kabupaien DTPK dengan

gkan da fask da datin

pada bu
\ ' vruh Puskesmas di 45
an n dataRriaskes.20

DR kan D (es gtal sampling).

o ouansdl (LN

Unit ana dalamipene ah Kabupaten/Kota setelah dilakukan

giatan penelitian

Juni

Populas dan‘Sar

agregat terhadap variabel yang ada.

45  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui dokumen hasil
penelitian rifaskes tahun 2011 yang merupakan salah satu riset kesehatan nasional
yang secara berkala dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan

RI. Rifaskes 2011 dilaksanakankan dengan tujuan untuk memperoleh informasi
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terkini tentang supply pelayanan kesehatan, yaitu pada fasilitas kesehatan Rumah
Sakit Umum (RSU) Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan
Laboratorium Klinik Mandiri (LKM) sedangkan untuk data pencapaian indikator
kinerja SPM Kab/Kota menggunakan laporan kinerja SPM Kab/Kota dari
Pusdatin, Setjen, Kemenkes RI.

Data sekunder untuk variabel dikumpulkan dari data yang bersifat cross

sectional dengan langkah sebagai berikut:

Pengump

f
a8 00
J W
ulangi
pan studi, it
a ..."“"'-

au T yange ; elitian ini dilakukan
Al L' alU \..‘ i
' ta

mder dari Puskesmas di 45 Kabupaten DTPK,
3 ghatan, jumlah tenaga kesehatan,

gapaian output dari indikator

al, internet, koran

gola Pata

alis
16 engolahag a& A
@ _ :
Data s de erk | dila nghitungan dan

J)mpokk crhadap setian komnghen variabel s beradaan program,
‘@{ d \ b dan output (rata-rata
indikatc eria SPM). Pengoiahai penggunakan program

/m?’ "Il iy eMpat tahap yaitu : editing,

= Editing

coding, &

Kegiatan editing data sekunder dilakukan untuk meneliti kembali
setiap data hasil penghitungan dan pengelompokkan data sesuai
dengan variabel yang diteliti.
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=  Coding
Kegiatan coding dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan
memberi tanda pada masing-masing data yang bertujuan untuk

memudahkan analisa dan mempercepat proses entry data.

= Entry Data
Kegiatan entry data dilakukan dengan memasukkan data yang telah
dilakukan editing, coding ke dalam program komputer.

SMEmbersinkan data yang dilakukan
3 ] ) I jJumlah tenaga kesehatan,
an simas dan capaian output

a" ang “dilihat” Cie an, median, standar
nilai ya  dan  menilai

pat @ BPeRgecekan ulang pada

Kegi o] AVq" ‘u untuk me §éh analisis data.

‘ Scor ‘ gra pember Dopgt atau nilai untuk
4.r inG-maging A Vari; t:*.'v‘\ dfakukan scoring ialah
{%/ : J) [Bllagd kesehatan dan output.

3 i’ " @n menggunakan software SPSS

(statical package tor S8 erice) untuk mengetahui pengaruh hubungan

jumlah dan jenis tenaga kesehatan serta keberadaan program wajib Puskesmas
terhadap kinerja SPM kesehatan Puskesmas digunakan uji kolerasi atau regresi
yang dilakukan secara bertahap meliputi analisis univariabel, analisis biavariabel

dan analisis multivariabel (Notoatmodjo.2010).

Analisis Univariabel
Analisis univariabel digunakan untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi
dari masing-masing variable, sehingga dapat diketahui variasi dari masing-masing
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variabel tersebut. Analisis univariabel bertujuan untuk menjelaskan atau
mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010).
Bentuk analisis univariabel dalam penelitian ini menggunakan nilai mean atau
rata-rata, median, standar deviasi dan confiden interval (Hastono & Sabri, 2010)

Analisis Bivariabel

Analisis yang melibatkan antara variabel independen dan variabel dependen
disebut analisis bivariat, dengan melakukan analisis korelasi dan dan regresi linier

sederhana (Suprapto, 201Q Analisis bivariabel dilakukan untuk mengetahui

hubungan terhag ; R gengan variabel dependen yang diduga

berhubuirg

hubungan serta arah
variabel independen
atau lemah serta
negatif.  Secara
/pencar (Scatter

Ot), atau unidk tep A dengan, menggunake korelasi Pearson
stono &

roduct Mg

F‘?

| =
~——

" @
Ana / Mmengetahui bentuk hubungan

diantara dua varia .. membuat perkiraan nilai variabel dependen
melalui variabel independen. Analisis dilakukan dengan menggunakan
metode kuadrat terkecil (least square), yaitu pembuatan garis regresi dengan
cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y sebenarnya dengan
nilai Y yang diramalkan, dengan rumus (Hastono & Sabri, 2010).:
Y=a+bx a=Y-bX| b= nIXY)-(FYX.YY)

nyX? - (¥X)*
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Y = kinerja SPM
= intersep
b = slope
X = variabel Independen
Y = variabel dependen
e = nilai kesalahan (error)
Analisis Multivariabel

Analisis multivag@Bel digunakan untuk mengetahui hubungan antara
variabel indepemdsg ar goenden secara bersamaan, dengan
mengguia : ada Ghlotoatmodjo, 2010). Analisis
regr ME A den yang metrik yang
dependen yang metrik

ier berganda dalam

Jagai ber| (0
orja SPM

L i’

. ”’4( . / |

0

¢ = nilovkesai L‘

Kegunaan regresi linier berganda

Kegunaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini terdiri dari dua

kegunaan yaitu :

1.  Prediksi, vyaitu untuk memperkirakan variabel dependen dengan
menggunakan informasi dari beberapa variabel independen.

2.  Estimasi, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap variabel
independen terhadap variabel dependen(Hastono, 2010).
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Asumsi Regresi linier ganda

Beberapa asumsi perlu dipenuhi dalam pelaksanaan analisis regresi

linier ini, seperti :

1. Asumsi univariabel

Variabel i2bel _dependen harus berdistribusi normal

sehi ‘ leng istik ametrik.

de dibji dengan uji korelasi

sede ’P:w ang masuk kandidat

. abel adala var) ’
k
AsumSi i bg pan @engan tek an sampel, yaitu

sistgRsi
v asumsi aat fipenuhi ‘ engambdilakukan secara
rand pa teksi dar deskriptif variabel
i dari/mog 8 Pae idual terq i mean dan varians

nuhi.

J tidak tergantung satu sama
& satu individu hanya dilakukan
observasi ate an satu kali. Asumsi ini harus dipenuhi karena
jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kevalidan kesimpulan
statistik. Asumsi ini dapat diukur dengan uji Durbin Watson, bila nilai
Durbin Watson berada antara -2 s/s +2, maka asumsi independensi
terpenuhi.
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c.  Linearitas
Rata-rata nilai Y adalah fungsi lurus dari xi yang dibentuk dari
persamaan regresi. Asumsi linearitas dapat diketahui dari uji Anova.
Bila nilai p value < alpha maka model berbentuk linier.

d.  Homoscedastisity
Varians setiap nilai variabel Y sama untuk setiap nilai variabel x.
Asumsi ini dapat diketahui dengan melihat titik tebaran plot residual.

Jika titik tebarangbidak memiliki pola tertentu dan menyebar merata

disekitar g o aka varian homogen pada setiap nilai x

7/

plot residual. Bila data
I arah diagonal maka

olinjgarita 1 ila aptar va N0epeddén terjadi saling

huburngagiyang ntulg dapat meng gan melihat nilai

v oefisié korelesihyal oilaly lebin ¢ daridh.8 maka terjadi
koli 1% 20.1(

elan :

EII e ¢ halah memilih variabel

% *hnuu‘ﬁﬁ\mluu 7 Ll pallng sesuai untuk

menjel )qaSeslgguRRVE dalam populasi. Model yang
| detigan il

digunakan ada. Resar tapi jumlah variabel independen
sedikit (Hastono, 2010).
Langkah dalam regresi linier berganda

Langkah-langkah dalam pelaksanaan analisis regresi linier ganda
adalah sebagai berikut (Hastono, 2010) :
1. Melakukan analisis bivariabel
Analisis ini dilakukan untuk untuk menentukan variabel yang menjadi

kandidat model. Setiap variabel independen dihubungkan terhadap variabel
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dependen dengan memperhatikan nilai p valuenya, jika p value < 0,25 maka
variabel tersebut menjadi kandidat model multivariabel.

2. Melakukan analisis secara bersamaan.
Pada penelitian ini digunakan metode ENTER vyaitu semua variabel
independen dimasukkan secara serentak, kemudian pengeluaran variabel
dari model didasarkan kepada pertimbangan peneliti, baik secara substansi
maupun statistik.

3. Melakukan diagnosis gégresi linier dengan cara menguji keenam asumsi

yaitu eksistensi anende inearitas, homoskedatisiti, normalitas, dan

dRmaan secara substansi.
den Yangame alam model memang
terak : is interaksi dapat

jabilite
gdel regreSi grang fS erplhin™perlu di nya dengan cara
mbagi (8 )‘a w dua kelompoK. Unillk masing-masing

ampel di e yang 3 udian bandingkan
ntara_taedeh ‘ Bilaghasilnya saiammeka model tersebut
5.. ( | ‘

~d
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BAB 5
HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini akan disajikan secara berurutan sesuai dengan analisis
yang dipakai, yaitu dimulai dengan analisis univariat yang meliputi distribusi dari
seluruh variabel yang diteliti dan analisi bivariat untuk melihat hubungan antara

variabel bebas dengan variabel terikat seperti keberadaan program wajib

Puskesmas dan rata-rata p_indikator kinerja SPM Kab/Kota serta analisis

multivariat fiui hubungan antara variabel bebas

menggunakan teknik analisis

enaga Kesehatan

abel 5. an  halWia, I aWariabel jenis tenaga

ang di K DTRKNterting perawat sebesar

ah ié ptek@h 2,09. Pada T8 at bahwa masih ada

naga yangdbelufi ade ‘e’ en/Kota te PK, yaitu tenaga
gigi, pert ‘ is kefarm@sian, Sgnitarian, penyuluh

fangaka pemenuhan tenaga
5 B ',| , dan dokter.

an yang tereg
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Tabel 5.1

Distribusi Variabel Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pada
35 Kabupaten/Kota DTPK Tahun 2011

37

Variabel Mean SD Min M ax 9% Cl
L ower Upper
perawat 196.600 89.391 62 410 165.893  227.307 35
teknis kefarmasian 13.914 10.559 0 41 10.287 17.541 35
tenaga gizi 14.457 8.610 3 37 11.499 17.415 35
sanitarian 17.6€ 1.518 0 41 13.644 21.556 35
penyuluh kesehatan/promise 3 0 13 3.409 6.077 35
analis kesehatan C 39 7.339 14.776 35
dokter : 80 25021  36.979 35
dokter gigi J 27 5.664 10.622 35
bidan £36. 11 ] 97.940  175.489 35
apote 0§ l : 1285  2.886 35
tenaga - D 3967 ¥ 3.923 6.649 35

Ul

5.5
) enaga

a tab 2 kan wa

an yang paliig b
I lebih da@ 1 5Ckalin

=
Y.

hh paela tenaga

—
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Tabel 5.2
Distribusi Variabel Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pada
35 Kabupaten/Kota DTPK Tahun 2011

. . 95% CI
Variabel Mean SD Min M ax
L ower Upper
Proporsi dokter 7.387 3.593 2.069 14.925 6.153 8.621 35
Proporsi dokter gigi 1.814 1.464 0.000 5.037 1.311 2.317 35
Proporsi perawat 45.231 12.497 16.446 67.263 40.939 49.524 35
Proporsi perawat gigi 2.81 2.088 0.000 7.521 2.096 3.530 35
Proporsi teknis kefarmasian 2.9 2.188 0.000 9.051 2.196 3.699 35
Proporsi tenaga gizi 7.143 2.790 3.787 35
Proporsi bidan 61.921 23.522 30.694 35
Proporsi apojeker 2.469 0.298 0.799 35
Proporsi s3 .022 3.064 5.087 35
rropo iy . 08y 0775 1435 35
Propa \t(- ehata 2.3 : 1414 3.207 35
r '\ SN | 0989  1.753 35

EradagmeRrogrs b Pu as

abel 5.3 digpawa anbnjukkan bahwa 'ngkapan program

skesmas 9 .. \ sebesar

0
efh sebesa Raja AW‘
d ({- g | b ' h ajib Puskesmas

allo k‘n"l'u ¢ 2011

95% ClI
v artagel Viin Max
L ower Upper

gan kelengkapan

Program Wajib PU : 378 71.429 100 95.386 99.424

35

5.1.4 Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja SPM Kabupaten/Kota

Rata — rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di 35 Kabupaten/Kota
DTPK adalah 57,42% dengan cakupan terendah 32,34% pada Kabupaten Nias
Selatan dan tertinggi 90,76% pada Kabupaten Indragiri Hilir.
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Tabel 5.4
Distribusi Rata-rata Capaian Indikator Kinerja SPM Kab/Kota Tahun 2011

Variabel Mean SD Min Max 95% CI
L ower Upper

Capaian SPM 57.42 14.87 32.34 90.76 52.31 62.53

5.2 AnalisisBivariat

5.2.1 Hubungan A
Pra

mlal) Tenaga Kesehatan Dengan Keberadaan

ang dihubungkan dengan
KeSh pada 35 Kabupaten/Kota
prelasida I eh hasil bahwa hanya
fagan signifikan yang

013870, ° gefisien determinasi

L= antata 0,1 yaity_variabe "k afld kesehatan dapat

Pkan 11,4%25,3¢ 1 keferatiaan prd skesmas.

w7 ellded:: g
%ungan A | ga Keseha kesmas Dengan
Vra % ( aN) r“'\\ "k )‘ es‘ 5 Kabupaten/Kota

Proporsi
Proporsi Sanitarian

. 0.226 0.004
0.373 0.139 0.027
Proporsi Tenaga Kesehatan Lain 0.337 0.114 0.048

5.2.2 Hubungan Antara Variabel Jenis Tenaga Kesehatan Dengan Keberadaan
Program Wajib Puskesmas
Dari 11 variabel jenis tenaga kesehatan yang dihubungkan dengan
keberadaan program wajib Puskesmas pada Puskesmas di 35 Kab/Kota DTPK
dengan menggunakan uji korelasi dan regresi diperoleh hasil bahwa 7 (tujuh)
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variabel jenis tenaga kesehatan yang berhubungan signifikan berpola positif
dengan 6 (enam) variabel jenis tenaga kesehatan yang mempunyai hubungan
sedang (R=0,338-0,503), vyaitu pada jenis tenaga dokter, bidan, teknis
kefarmasian, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan/promkes sedangkan
hanya 1 (satu) variabel jenis tenaga kesehatan yang mempunyai hubungan kuat
(R= 0,557), yaitu pada jenis tenaga analis kesehatan. Koefisien determinasi (R?)
yang diperoleh berkisar antara 0,114 — 0,31, yaitu variabel jenis tenaga kesehatan

dapat menerangkan 11,4%-318 variasi keberadaan program wajib Puskesmas.

di Puskesmas Dengan
b di di 35 Kabupaten/Kota

ue

6
008

0.163
0.44 0"
kefaraasian 92506 5 0
aga gizi 09492

nitarian p.503 5 0
Mnyuluh atdilp - 8
' Analis ke 7 ‘ 1
# ‘(4 Varlahg ] 2 v}l‘ e

of KincriasS “'Cnr:

@ W GahWaldarr 11 variabel jumlah tenaga
yaimibung

D
i 8

fgan Rata-Rata Capaian

a0 7
kesehatan yang

sedang ialah tenaga perawa

gaITTkan berpola positif dan hubungan
pidan dengan kisaran koefisien determinasi (R?)
antara 0.119-0.169, vyaitu variabel jumlah tenaga kesehatan dapat menerangkan

11,9-16,9% variasi variabel rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota.
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Tabel 5.7
Hubungan Antara Variabel Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Dengan Rata-rata Capaian Indikator Kinerja SPM Kab/Kota

Variabel R R? P Value
Proporsi Perawat 0.412 0.169 0.014
Proporsi Bidan 0.345 0.119 0.042

5.2.4 Hubungan Variabel Jenis Tenaga Kesehatan Dengan Rata-Rata Capaian
Indikator Kinerja SPMKab/Kota
Dari 1
bermakpa ) giNenja SPM Kab/Kota ialah tenaga
n yang berpola positif dan

gsehatan yang menunjukkan hubungan

erminasi (R?) berkisar

R, 1310 204/ all e d ke dapat menerangkan

‘ pvariasi varis SPM Kab/Kaota.

Hubungz 3 sJ Puskesmas

\ ata Capaid@indikator KneMa*SPMiKab/Kota
.
‘ 0141 0026

Spy s /IT' ' o!-\ b '®¥skesmas Dengan Rata-
R3 ” ota

Pada tabel 5.9"m8 ,r NWwa hubungan keberadaan program wajib

Rel 5.3
Tenaga

Puskesmas dengan rata-rata capaian indicator kinerja SPM Kab/Kota berpola
positif dan dengan hubungan sedang (r= 0,474) serta koefisien determinasi (R?)
sebesar 0,275, vyaitu variabel keberadaan program wajib Puskesmas dapat
menerangkan 27,5% variasi variabel rata-rata capaian indicator kinerja SPM
Kab/Kota.
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Tabel 5.9
Hubungan Antara Variabel Keberadaan Program Wajib Puskesmas Dengan

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja SPM Kab/Kota

Variabel R R? P Value
Keberadaan program wajib Puskesmas 0.474 0.275 0.004

53 Analisis Multivariat

5.3.1. Hubungan Antara Variabel Jumlah Dan Jenis Tenaga Kesehatan Terhadap

Keberadaan Prog BPuskesmas

' kan analisis terhadap hubungan
eberadaan program wajib
ang setelah dilakukan
bleh 16 variabel yang
, | L ya ke 16 variabel
SHtt akan dianalisis dimastk: a_be .ummi/ S€rentak dalam satu

—
v
=

I hasifamalisis mu iat denga isis regresi linear

eroleh hag se e
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Tabel 5.10
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 1 Tahap |
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
1 0.799 0.638 0.082
(Constant) 0.789
Teknis Kefarmasian 0.047  0.963 Dikeluarkan
Tenaga Gizi 0.220  0.751
Penyuluh Kesehatan/Promkes -0.247  0.636
Analis Kesehatan 0.324  0.692

0.580  0.796
0.355  0.396

Proporsi Perawat
Proporsi Perawat Gigi
Proporsi Tg
Propais
P
r
D

oo i

B

alis Kesehata
enagafKesehata

luh ads ®

ada modg We ihi fikasi yan end da jumlah tenaga

15 kefarmas el bebut har rkan pada model
'ijtnya. ‘ \
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Tabel 5.11
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 2 Tahap |
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket

2 0.799 0.638  0.050

(Constant) 0.783

Tenaga Gizi 0.227 0.731

Penyuluh Kesehatan/Promkes -0.245 0.628

Analis Kesehatan 0.356  0.417

Proporsi Perawat 0.576  0.792

Proporsi Perawat Gigi 0.352 0.380

Proporsi Teknis Kefarmasian 0.075 0.851

Proporsi tenaga Gizi -0.200 0.783

Proporsi Sanitarian . 0.618
Dokter : 4 0.496
Dok

Dikeluarkan

Ndah pada variabel

likeluarkan pada

5.12
Hasil And inear Gan 3 Tahap |

/.\ A N So, R2  Pvaue Ket

ﬁ v ) 5% 0637 0030
Oy, & 079

I-"A

Analis K / ‘ 0\' .0 286
280 97813

Propors 0.3 0.340
Proporsi Teknis Kef . 0.913 Dikeluarkan

Proporsi tenaga Gizi -0.250 0.696
Proporsi Sanitarian 0.255 0.568
Dokter 0.388 0.381
Dokter Gigi 0.073 0.857
Bidan -0.146 0.865
Proporsi Bidan 0.255 0.856
Proporsi Penyluh

Kesehatan/Promkes 0.381 0.396
i;(i)r;])orm Tenaga Kesehatan -0.133 0518
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Pada model 3 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
proporsi tenaga teknis kefarmasian sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan
pada model selanjutnya.

Tabel 5.13
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 4 Tahap |
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
4 0.798 0.637 0.016
(Constant) 0.807
Tenaga Gizi 0.708

Penyuluh_kKesg as. . 0.607

w U oouU
: Dikeluarkan
orsi Bidan v .Y 0 :
OrsigP 1 q
esehatan/Promke ’
porsi Tenaga Ke
y 0.4

n -

wada mogdel4geiperc nifikasi“ah pada variabel
tenaga B sebut ha arkan pada model

flodel 5 Tahap |
R2 Pvaue Ket

0.798 0.637  0.009

(Constant) 0.832
Tenaga Gizi 0.213 0.718
Penyuluh Kesehatan/Promkes -0.251 0.586
Analis Kesehatan 0.357 0.212
Proporsi Perawat 0.129 0.854
Proporsi Perawat Gigi 0.292 0.299
Proporsi tenaga Gizi -0.254 0.672
Proporsi Sanitarian 0.207 0.529
Dokter 0.333 0.189
Dokter Gigi 0.052 0.882
Proporsi Bidan 0.050 0.940 Dikeluarkan
Proporsi Penyluh

Kesehatan/Promkes 0.3790.375

Proporsi Tenaga Kesehatan Lain ~ -0.142  0.432
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Pada model 5 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
proporsi bidan sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model
selanjutnya.

Tabel 5.15
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 6 Tahap |
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
6 0.798 0.637  0.004

(Constant) 0.462
Tenaga Gizi . 0.544

Penys ¢ Promkes 0,581
Af S, _
ku iz 1

Dikeluarkan
Pada modeldB dif hasisignifikasi Y dah pada variabel
tenaga oKt @i & oga abel terMikeluarkan pada
selanjutn
pdel 7 Tahap |
R2 Pvalue Ket
0.798 0.636 0.002
Penyuluh Kesehatan/P
Analis Kesehatan 0.358 0.096
Proporsi Perawat 0.063 0.752 Dikeluarkan
Proporsi Perawat Gigi 0.288 0.278
Proporsi tenaga Gizi -0.287 0.394
Proporsi Sanitarian 0.186 0.434
Dokter 0.343 0.052
Proporsi Penyluh
Kesehatan/Promkes 0.343 0303

Proporsi Tenaga Kesehatan Lain ~ -0.133  0.379
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Pada model 7 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
proporsi tenaga perawat sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model
selanjutnya.

Tabel 5.17
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 8 Tahap |
Model Variabel Beta Sig. r R2 Pvalue Ket
8 0.797 0.635 0.001
(Constant) 0.371
Tenaga Gizi 0.462

Penyuluh Kesg : 0.505 Dikeluarkan
Anali ;

V odel 8% ch S inifiko ptererdah pada variabel

yuluh ghata es sghingga va arus dikeluarkan
pdel selanjutgya.

v o ldel V

‘ Hasil Anal[SIS*VIBIPRZNQBREGEESL Linear Gan 19 Tahap |
: ‘ | / \ B m R2 Pvalue Ket
; .\ YA V"'/--’"& 0.628  0.000

it U

. ' Dikeluarkan

P ! GIQ )
Propors i v 0.450
Proporsi Sanitaria 0.161 0.437
Dokter 0.297 0.034
Proporsi Penyluh 0175 0.164
Kesehatan/Promkes

E;(i)rf)or& Tenaga Kesehatan 20109 0.444

Pada model 9 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
tenaga gizi sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model selanjutnya.
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Tabel 5.19
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 10 Tahap |
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
10 0.791 0.626  0.000
(Constant) 0.400
Analis Kesehatan 0.409 0.005
Proporsi Perawat Gigi 0.303 0.155
Proporsi tenaga Gizi -0.123  0.495 Dikeluarkan
Proporsi Sanitarian 0.141 0.478
Dokter 0.313 0.018
Proporsi Penyluh
Kesehatan/Promkes 0.1770.153
Pr(_)por5| Tenaga Kese 0297
Lain

ang terendah pada variabel
dikeluarkan pada model

alisis Mui gresi L ?g 1 Tahap |

iabe Pvalue Ket

Constant)

0 0.000
Analis Keg

0.293
® i4 0. 004‘
Proporsi 0.253 0.199
Proporsi D 0.620 Dikeluarkan
Dokter ‘ 5 0.013

S\

[ [

3 I yang terendah pada variabel

sanitarian sehin Ikeluarkan pada model selanjutnya.

Tabel 5.21
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 12 Tahap |
Model Variabel Beta Sig. r R2 Pvalue Ket
12 0.785 0.616 0.000

(Constant) 0.343

Analis Kesehatan 0.396 0.004

Proporsi Perawat Gigi 0.325 0.017

Dokter 0.331 0.010

Proporsi Penyluh Kesehatan/Promkes 0.186 0.123

Proporsi Tenaga Kesehatan Lain -0.146  0.238 Dikeluarkan
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Pada model 12 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
proporsi tenaga kesehatan lain sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada
model selanjutnya.

Tabel 5.22
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 13 Tahap |
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
13 0.772 0.596  0.000
(Constant) 0.038
Analis Kesehatan 0.004
Proporsi Peraw : 0.008

Dok 0.005
) Ahats . 0.108 Dikeluarkan

erendah pada variabel

bel tersebut harus

4 Tahap |

Pvalue
0.000

——— a—

ieis tacifivariat fegrest.
/ @( '\o

14) dapat menjelaska pel” kelengkapan keberadaan program wajib

enunjukkan nilai R Square
sebesar 0,559 ang ada pada model terakhir (ke-
Puskesmas sebesar 55,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari
hasil uji statistik diperoleh pvalue = 0,000 berarti persamaan garis regresi secara
keseluruhan sudah bermakna sehingga dapat digunakan untuk memprediksi
kelengkapan keberadaan program wajib Puskesmas.

Dari model tersebut juga tidak terlihat variabel yang mempunyai peranan
(pengaruh) yang paling besar dalam menentukan kelengkapan keberadaan
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program wajib Puskesmas akan tetapi mempunyai besaran Beta yang hamper
sama, yaitu dengan kisaran 0,37-0,38.

Selanjutnya agar hasil inferensi yang diperoleh valid digunakan uji asumsi
untuk mengetahui apakah analisis regresi linear ganda yang dilakukan memenuhi
asumsi/persyaratan yang ditetapkan, yaitu asumsi eksistensi, asumsi independensi,
asumsi linearitas, asumsi homoscedascity, asumsi normalitas, asumsi diagnostic
multicollinearity.

A. Asumsi eksistensi
Asumsi _igi ambilan sampel. Cara mengetahui
n analisis deskriptif variabel
i n adanya mean dan ada

au ar peksitensi terpenuhi.
umsi
duals Stati
m iation N
d Value ) 1.688 .65294E42 35
dicted Valu 08 . 1.000 35
t 4 d Errorof P 2.638 6.666E41 35
edicte .6 8.78398E42 35
E 7.67834E42 35
7
Std. Residual 2 .000 .955 35
Stud. Residual . 64: 1.800 -.003 1.004 35
Deleted Residual -
-00[o0 4.94949E4 8.51180E42 35
0
Stud. Deleted Residual -2.064 1.871 -.005 1.026 35
Mahal. Distance 521 8.177 2.914 1.995 35
Cook's Distance .000 .183 .027 .037 35
Centered Leverage Value .015 241 .086 .059 35

a. Dependent Variable: lengkap_prop_normal
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Hasil dari output diatas menunjukkan angka residual terdapat mean dan
standar deviasi. Dengan demikian asumsi eksistensi terpenuhi.

B. Asumsi Independensi
Nilai dari tiap-tiap individu saling berdiri sendiri. Untuk mengetahui
asumsi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan uji Durbin Watson, bila
nilai Durbin -2 s.d. +2 berarti asumsi independesni terpenuhi, sebaliknya

bila nilai Durbin +2 berarti asumsi tidak terpenuhi.
densi Tahap |

rror of  Durbin-
imate  Watson

1.923

asiluii did IS I 3 berarti asumsi
dependefsigerpe
Asumsi Li r'@s

Untuk

NOVA (overall F

model berbentuk

F Sig.

3 8.49E+86  13.123 0.000
31 6.47E+85
Total 4.55E+87 34

Dari output diatas menghasilkan uji Anova 0,0005, berarti asumsi
linearitas terpenuhi.

D. Asumsi Homoscedascity |
Homoscedascity dapat diketahui dengan pembuatan plot residual. Bila titik

sebaran tidak berpola tertentu dan menyebar merata disekitar garis titik nol
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maka dapat disebut varian homogen pada setiap nilai X dengan demikian
asumsi homoscedascity terpenuhi.

Scatterplot

Dependent Variable: lengkap_prop_normal

ession Studentized Residual

ahap |
diatas ) al pola yang sama
2 titik-titik cliatastdad” dibawah g8 Dengan demikian
OMOSCE erpend -
Si alita

Asumsi norghalitas

vnempun distri ‘@&

‘ juga dapa |
’ i‘nr-.1 \ J i 1) ia‘ aka model regresi

. Nam@rﬂ ap_prop_normal
v _ 4

2-/ / \\

-2 -1 0 1 2

dik@ahui denga dpakah variabel Y

k setiap variabel X dan

plot resi enyebar di sekitar

Mean =-2 96E-16
St Dev =SU 955

@
1

Frequency
i
~

Regression Standardized Residual

Grafik 5.2 Histogram - Asumsi Normalitas Tahap |
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: lengkap_prop_normal

1.0

o
o
il

53

-
o
&
£ 056
8 5 [s]0]
T o
%0.4— o2
[=5
0.
i
L 4 1.0
(o]
- rmalitas Tahap |
r ukti bahwa bentuk
usi r ia 0
ik Multic
uk m eks ariy, t dik i VIF (variance
paflation fagt@r), b VI ih dari 1 indikasikan telah
terjadi c aﬂ ®
d i Wity Tahap |
. Coallinearity
M Sg. Statistics
r Tolerance VIF
1 (Constant) 49319 -1.692  0.101
Analis 4.0 0378 2933  0.006 0857 1.167
Kesehatan
Proporsi 5 14847E442  7.10365E+41 0388  3.024  0.005 0.865 1.156
Perawat Gigi
Dokter 2.92147E+42  9.2003E+41 0.383 3.175  0.003 0.979 1.021

Dari hasil uji asumsi didapatkan nilai VIF tidak lebih dari 10, dengan
demikian tidak ada Multicollinearity antara sesama variabel bebas.
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5.3.2. Hubungan Variabel Jumlah Dan Jenis Tenaga Kesehatan Serta Keberadaan
Program Wajib Puskesmas Terhadap Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja
SPM Kab/Kota
Pada analisis multivariat tahap Il dilakukan analisis terhadap hubungan
antara jumlah dan jenis tenaga kesehatan serta keberadaan program wajib
Puskesmas terhadap rata-rata capaian indicator kinerja SPM Kab/Kota. Pada
tahap ini memiliki 23 variabel bebas yang setelah dilakukan seleksi bivariat dan

memperoleh kemaknaan tertgtu diperoleh 17 variabel yang berhubungan dengan

signifikan (p value e a ke 17 variabel tersebut akan di analisis
dimasukg ) gntakh dalam satu langkah dengan
meng

a@n analisis regresi linear

Analisis MY Regresi Ling anda | e

Variabe Beta

Tahap 11
?  Pvalue Ket

™68  0.290

Proporsi Bi€
Dokierigi

(Constant) “
VKelengk 0ot @ (52
{ Proporsi a

Analis Kese . . Dikeluarkan

Proposi Teknis Kefarniasta

Dokter 0.015 0.978
Proporsi Apoteker 0.417 0.657
Proporsi Analis Kesehatan -0.062 0.937

Proporsi Tenaga Kesehatan Lain 0.135 0.586

Pada model 1 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
jumlah tenaga analis kesehatan sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada

model selanjutnya.
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Tabel 5.29
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 2 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket

2 0.754 0.568 0.211
(Constant) 0.864
Kelengkapan program 0.452 0.107
Proporsi perawat -0.240 0.856
Proporsi Bidan 0.852 0.549
Dokter gigi 0.288 0.467
Bidan -0.977 0.531
Apoteker -0.133 0.887
Perawat 0.835 0.309
Teknis Kefarmasiag -0 985 0.151

Tenaga izi 64 0.304
DO ; A : Dikeluarkan

-J(OIOXI Eild

: & 1 di C gl terendah pada variabel
romiah fa dokter se ri kan pada model

@
5.30

inear Gan 3 Tahap Il
A | A A R2 Pvaue Ket

ya.

Hasil Ana

0g

~* / \ l’ 0 0568  0.147

I'AI 2

'nmma‘-/ . n6l3  0.291
- 0.2900 0444

Bldan 0:949 0.423

Apoteker -0.133 0.884 Dikeluarkan
Perawat 0.832 0.294
Teknis Kefarmasian -0.979 0.123
Tenaga Gizi 0.362 0.275
Sanitarian 0.113 0.796
Penyuluh Kesehatan/Promkes 0.094 0.625
Proposi Teknis Kefarmasian 0.817 0.108
Proporsi Apoteker 0.420 0.633
Proporsi Analis Kesehatan -0.063 0.819

Proporsi Tenaga Kesehatan Lain 0.132 0.543
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Pada model 3 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
jumlah tenaga apoteker sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model

selanjutnya.

Tabel 5.31
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 4 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
4 0.753 0.567  0.097

(Constant) 0.767
Kelengkapan program 0.072
Proporsi pe 2Fa : 0.775

0.282

0S| Teknls Ke

|AnaI|s K
porsi Teaaga Ke

Dikeluarkan

da modg ignifikasi 1 te ah pada variabel
I tenagaj/ang 1) y variabe i
Jodel selan
odel 5 Tahap Il

Model -N SMNSS” ¢+ R2 Pvdue Kt

- 0.752 0566  0.062
(Constad 0.837

Kelengkapan progra 0.435 0.066
Proporsi perawat -0.133 0.850 Dikeluarkan
Proporsi Bidan 0.864 0.214
Dokter gigi 0.316 0.329
Bidan -0.917 0.412
Perawat 0.734 0.269
Teknis Kefarmasian -1.014 0.052
Tenaga Gizi 0.356 0.248
Sanitarian 0.166 0.628
Penyuluh Kesehatan/Promkes 0.088 0.624
Proposi Teknis Kefarmasian 0.835 0.060
Proporsi Apoteker 0.286 0.089

Proporsi Tenaga Kesehatan Lain 0.118 0.547
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Pada model 5 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
proporsi perawat sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model

selanjutnya.

Tabel 5.33
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 6 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
6 0.752 0.565  0.037

(Constant) 0.933
Kelengkapan program 0.453 0.033

Proporsi Bigdag : 0.894 0.177
Dok of]
maste P

Dikeluarkan
orsi Apotker
4[0] lenaga r
fla mo y dif hasi nifika ah pada variabel
naga peayuluh tkeSehatan/promkes sehinge abel tersebut harus
rkan pada d’ ‘- . |

abeh 5.3/
30} ﬁ‘ ga"Nodel 7 Tahap 11

= ) "
vnllﬂm ‘

R2  Pvalue Ket

: 0.749" 0.561  0.023

(Constaniy

alenakap oral
ProporstBie u
Dokter gigi 0.379 0.166
Bidan -0.835 0.400
Perawat 0.658 0.146
Teknis Kefarmasian -1.052 0.031
Tenaga Gizi 0.364 0.218
Sanitarian 0.225 0.382
Proposi Teknis Kefarmasian 0.857 0.036
Proporsi Apoteker 0.296 0.064
Proporsi Tenaga Kesehatan Lain 0.097 0.592 Dikeluarkan
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Pada model 7 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
proporsi tenaga kesehatan lain sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada
model selanjutnya.

Tabel 5.35
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 8 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
8 0.745 0.555  0.013
(Constant) 0.526

Kelengkapan prograi . 0.028
Proporsi Bigdag : 0.168

0

Dikeluarkan
asil sig c Sterendan pada variabel
varj tersel arkan pada model

5.36

eSipkilear Ga el 9 Tahap Il
& ﬂgl‘ \b : R2  Pvalue Ket

0.541 0.009

% /! Qra
=L ODOrsLBida .
DG 0 OT/

Bidan . Dikeluarkan
Perawat

Teknis Kefarmasian -0.968 0.029

Tenaga Gizi 0.451 0.099

Proposi Teknis Kefarmasian 0.832 0.025

Proporsi Apoteker 0.262 0.084

Pada model 9 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
jumlah tenaga bidan sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model

selanjutnya.
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Tabel 5.37
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 10 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
10 0.727 0.529  0.006

(Constant) 0.897

Kelengkapan program 0.413 0.022

Proporsi Bidan 0.280 0.113

Dokter gigi 0.236 0.211 Dikeluarkan
Perawat 0.293 0.094

Teknis Kefarmasian -0.967 0.028

Tenaga Gizi 0.312 0.127

Proposi Teknis Kefarmagia 0.792 0.029

Proporsi Apoteker 0.278 0.063

ang terendah pada variabel

harus dikeluarkan pada

| 11 Tahap 1l

M _ p _ Pvalue  Ket

D9 0.005

Constant) 0.9

elengkapg 0.459 0.0

Proporsi B 66 0.029

Perawat 82 0.110

Teknis K& : 845 0.048V

Tenaga,Gizi 0.207  0.266 Dikeluarkan

~N
! 11 caperole 'r:\ ang®™terendah pada variabel
jumlah t€ : / \; el arus dikeluarkan pada model
selanjutnya.
Tabel 5.39

Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 12 Tahap 11

M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
12 0.690 0.475 0.004

(Constant) 0.718

Kelengkapan program 0.501 0.005

Proporsi Bidan 0.343 0.038 .

Perawat 0.285 0.107 Dikeluarkan

Teknis Kefarmasian -0.676 0.088

Proposi Teknis Kefarmasian 0.698 0.050

Proporsi Apoteker 0.280 0.058
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Pada model 12 diperoleh hasil signifikasi yang terendah pada variabel
jumlah tenaga perawat sehingga variabel tersebut harus dikeluarkan pada model
selanjutnya.

Tabel 5.40
Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 13 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2  Pvalue Ket
13 0.651 0.424  0.005
(Constant) 0.256
Kelengkapan program 0.006

Proporsi Bigdag : 0.053
Tek

£

°t

Dikeluarkan

endah pada variabel
harus dikeluarkan
G Ian' J

5.41

Hasil Analigis M esi Linear @ 14 Tahap 11

a Sig. : Pvalue Ket

/ .68 0.003
(Constan 0.101
Kelen ‘ 0.008

OnN0 3| dar ‘l
Propo 1 q 0.1 ) Dikeluarkan
RLOpOr poteke : ) 10.028

Pada TToae IBINSIJOTFRES] yang terendah pada variabel

proporsi tekni Jabel tersebut harus dikeluarkan pada

model selanjutnya

Tabel 5.42

Hasil Analisis Multivariat Regresi Linear Ganda Model 15 Tahap 11
M odel Variabel Beta Sig. r R2 Pvalue
15 0.624 0.389 0.001

(Constant) 0.098

Kelengkapan program 0.465 0.003

Proporsi Bidan 0.280 0.062

Proporsi Apoteker 0.326 0.029

Universitas Indonesia

Studi evaluasi..., Radinal Husein, FKM Ul, 2013



61

Hasil analisis multivariat regresi linear ganda menunjukkan nilai R Square
sebesar 0,389 artinya ketiga variabel yang terdapat pada model ke-15 dapat
menjelaskan variabel rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota sebesar
38,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil uji statistik
diperoleh pvalue = 0,001 berarti persamaan garis regresi secara keseluruhan sudah
bermakna sehingga dapat digunakan untuk memprediksi rata-rata capaian
indikator kinerja SPM Kab/Kota.

Dari model tersebufl juga terlihat variabel kelengkapan program

ing besar dalam menentukan rata-rata

) g Péd
valtu gan nilai Beta sebesar 0,465.
, o ) igunakan uji asumsi untuk
3 0

gre dilakukan memenuhi

mempunyai perapa

capaian ing

astmsi-eksis asumsi independensi,

asumsi diagnostic

sie

umsi 1T ferka ngam Pengambils ara mengetahui

sumsi e G&i flenoa ar elakuka allsi skriptif variabel
residual ESié menunjukka a mean dan ada
sebarag ‘ Deaka asu ensi terpenuhi.

(< / \D>>
N3
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Tabel 5.43Asumsi Eksistensi Tahap 11

Residuals Statistics’

Minimum | Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 36.2275 70.3634 57.4232 9.28286 35
Std. Predicted Value -2.283 1.394 .000 1.000 35

Standard Error of Predicted
2.771 6.481 4,001 .982 35

Value
Adjusted Predicted Valug 562 285 57.5650 9.57323 35
Residual : ) .00000 11.62750 35

Std. .955 35
1.021 35

13.35085 35

1.060 35

1.997 35

.062 35

erage .059 35

dent Variable: g

- s Y
aian al
. @ ‘ @
Hasil da 0 ' angka rasi apat mean dan
standar deyigsSt*Depea! &l asumsi eksiit enuhi.
I ( : i : e S tuk mengetahui
WPDurbin Watson, bila
Endensi terpenuhi, sebaliknya
arti asumsi tidak terpenuhi.

Tabel 5.44 Asumsi Independensi Tahap 11

Model R R Adjusted R Std. Error of Durbin-
Square Square the Estimate Watson
1 0.624 0.389 0.330 12.177 2.042

Dari hasil uji didapatkan koefisien Durbin-Watson 2,042 berarti asumsi

independensi tidak terpenuhi.
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C. Asumsi Linearitas
Untuk mengetahui asumsi linearitas diketahui dari uji ANOVA (overall F

test) bila hasilnya signifikan (p value < alpha) maka model berbentuk

linear.
Tabel 5.45 Asumsi Linearitas Tahap Il
Sum of Mean .
M odel Squares df Square F Sig.
1 Regression 4 2929.831 3.000 976.610 6.586 0.001

Resid 96./58 31.000 148.283

4 / |, berarti asumsi linearitas

residual. Bila titik

edascity tapat:

agaiPtidak D §Ekitar garis titik nol

2 dapatiiseb hom pads iailXXdengan demikian

asumsi homgsteda pen

JlY\ ¢
g /\ \"ﬁ«-

Regression Stule

Regression Standardized Predicted Value

Grafik 5.7 Asumsi Homoscedascity Tahap 11
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Dari hasil plot diatas terlihat tebaran titik tidak mempunyai pola yang
sama antara titik-titik diatas dan dibawah garis diagonal 0. Dengan
demikian asumsi homoscedascity terpenuhi.

Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas dapat diketahui dengan melihat apakah variabel Y
mempunyai distribusi normal untuk setiap pengamatan variabel X dan
juga dapat diketahui dari normal P-P plot residual, bila menyebar di sekitar
gikuti arah garis diagonal, maka model regresi

m

garis diagonal dan

memenuhi,a nrmelita
istogram
en § spm_total

Wean =-4.06E-16
Std. Dev. =0.955
M =35

ahap 11

andardized Rw
Asumsi NM
w ‘idual

?

)

E 0/
3
o
ki
S 0. =
@
o
Ee]
w

o
ba
1

oo T T T T
0.0 0.2 0.4 0.6 08 1.0

Observed Cum Prob
Grafik 5.9 Normal P-P Plot Residual — Asumsi Normalitas Tahap 11
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Dari grafik histogram dan grafik normal P-P plot terbukti bahwa bentuk
distribusinya normal, berarti asumsi normalitas terpenuhi.

F. Diagostik Multicollinearity
Untuk mendeteksi collineariy dapat diketahui dari nilai VIF (variance
inflation factor), bila nilai VIF lebih dari 10 maka mengindikasikan telah

terjadi collinearity.

3P

nsta dized ar dized . Callinearity
. ¢ Sg Statistics

ity Tahap 11

V] Odel

Error Tolerance VIF

) 6510" 1180264 Y 1,709 0.098
Ban program -43 1.87E-] JEo4i8 203 0.003 0.934 1.071
i Bidan 9684926442121 5966 1939 0.062 0.947 1.056
P)‘ 0414W4.152426 2.288 0.029 0.968 1.033

dporsi Apoteker,

eXlle
Dari has : ilai VIF ydak@lebih dari 10, dengan
demikiaisticak ada Multicolineanibyv-anta ases€ abel bebas.

N
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BAB 6
PEMBAHASAN

6.1 Keterbatasan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan cross sectional
yang bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat
serta variabel penentu terhadap keberadaan program wajib Puskesmas dan rata-

rata capaian indikator Kige Bl Kab/Kota. Jenis data yang digunakan adalah

data sekundg : 0 g Rubungan dengan rata-rata capaian
indika :
pritas nasional program
elitian dibatasi hanya
Ohtersedia hanya ada
ada"86°KahLpaten/Kota 1Ersel

P alafpenelitia menganalisis variabel tenaga kesehatan dari

da is t esele dan proses peneliti

janalisis padad kelengkapan dartykeberadaa ajib Puskesmas
%n untuk elefep . mengarw:ata-rata capaian
inddlkator kinerja :

'4{ i : ' engan melihat pada
komapeneminputepros ! s 3 takal Oleh Donabedian bahwa

ialah sebagai berikut

C A S 9
input (maskikaig T 3 g DlidalliDak (impact), umpan balik (feed
back), dan li

yang menjadi elemen input addlah tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat

oh di dalam pelayanan Puskesmas

dan tenaga kesehatan lainnya, prosesnya adalah program pelayanan kesehatan
Puskesmas tersebut dan outputnya adalah cakupan dari pelaksanaan program
pelayanan kesehatan tersebut.

Pada komponen input peneliti mencoba melihat variabel jumlah dan jenis
tenaga kesehatan, variabel ini dibutuhkan sebagai langkah awal dalam melakukah
perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan seperti yang dinyatakan
Hasibuan (2005), manajemen SDM mengatur dan menetapkan program
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kepegawaian yang meliputi jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang
efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job
specification, job requirement, dan job evaluation. Dan menurut Moenir, AS
(1983), yang menyatakan perencanaan kebutuhan pegawai ialah merencanakan
jumlah,jenis, syarat serta sumber tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu
organisasi untuk dapat melaksanakan berbagai macam pekerjaan yang ada pada
organisasi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pada komponen

proses peneliti mecoba melifiat keberadaan program wajib Puskesmas apakah

Puskesmas yang_adz vajib Puskesmas secara lengkap atau
tidak. Sela a ; agAldlNgan antara Input-Proses-Output
deng S 3 ' dan variabel keberadaan

b3 |twr ' ua variabel yang ada

7enaga ‘ ‘J

S tend PS g ditelitrialah ai dengan PP 32

6 tentang@fenag SEhatanfyaitu tenaga enaga keperawatan,
kefarma fehaga_kesehdtan yarak:tVi, tenaga terapan

ik, dan tenaga entang jum ig dan kualitas SDM

/A\ asi dalam menjawab
\.ﬁ J,b MlCivang sangat penting untuk

s ?'ﬂ-w gemakin banyak atau beragam
tenaga kesehats \cu/ if dampaknya terhadap masyarakat.

Karena dengan adanya berbagai jenis tenaga kesehatan secara langsung akan

membuat mereka memperkuat batang tubuh keilmuan masing-masing yang pada
akhirnya nanti terbentuk standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga
kesehatan tersebut. Sehingga hal yang harus diperhatikan adalah keutuhan jenis
tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

Rekomendasi WHO tahun 2010 khususnya untuk meningkatkan akseé
akan layanan kesehatan di daerah terpencil adalah memberdayakan berbagai jenis
tenaga kesehatan. Mengenalkan berbagai jenis tenaga kesehatan ini memerlukan
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pelatihan dan regulasi khusus bagi daerah yang kekurangan tenaga. Penelitian
yang terkait dengan jenis tenaga kesehatan ini masih sangat minim sehingga
bukti-bukti yang mengarah pada efektivitas strategi peningkatan berbagai jenis
tenaga kesehatan masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini bersifat conditional
karena kebutuhan akan berbagai jenis tenaga kesehatan bergantung pada
permasalahan di daerah masing-masing. Daerah dengan status terpencil,
tertinggal, dan berada di kepulauan kemungkinan memerlukan berbagai jenis

tenaga kesehatan yang besar ghila.

Hal yang_dap memberdayakan jenis tenaga kesehatan
yang tersg al gammWeng lebih besar dalam kondisi
terte S 28ra i ada dokter, maka perawat

elakukan tindakan diluar

mlah tenaga yang
vat de bidan. Sedangkan

enagaskesehd Masifpahenda an {10kt pada kabupaten
seperti “jedis tEARgAMdok gigi, pe apoteker, teknis

Wian, sani :: (ﬁ an dan andig.kesehaidh.

Hal ini i 5O ajian kebijak PErencanaan tenaga

an oleh.Bappenas pa | kaekurangan tenaga
of -ﬁ ; ' :Seha )m abnis tenaga kesehatan,

il umwrl.. KO 2,3%. Setelah dihitung
kebut gen @ juKkan bahwa kekurangan
100% epi@ r/ b L \ an masyarakat, 53,1% dokter
spesialis, 47,2% apotek - o” dokter gigi, 39,9% dokter, 38% ahli gizi,

35,45% bidan dan 28,1 % sanitarian, 26,6% perawat, 24,8% SKM.
Upaya peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan oleh

pemerintah saat ini memang masih banyak pada tenaga dokter, perawat dan bidan
dimana Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan pengangkatan tenaga
kesehatan sebagai pegawai tidak tetap (PTT) bagi dokter, dokter gigi dan bidan:
Mereka ditempatkan di Puskesmas terpencill dan sangat terpencil di DTPK.
Meski sebenarnya pemerintah juga melakukan upaya untuk pemenuhan melalui
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mekanisme penugasan khusus tenaga non dokter di DTPK berupa penugasan
khusus lulusan Diploma Il antara lain sanitarian/kesehatan lingkungan, tenaga
gizi, tenaga analis kesehatan, dan tenaga farmasi. Namun, secara jumlah memang
masih jauh dibawah tenaga dokter, perawat dan bidan. Dimana penempatan
tenaga kesehatan melalui PTT berdasarkan data per tanggal 31 Desemer 2010
PTT yang masih aktif bertugas pada sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria
Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil adalah 31.848 yang terdiri atas: dokter

2.652 orang, dokter gigi 800 gang dan bidan 28.396 orang.

an Keberadaan Program

an antara jenis tenaga

papitarian, penyuluh

gsehatan/nTomke ‘analis atan {eTYadapsK; apan keberadaan
| yPuskesna |

tenaga kesehatan

enjadi faktgf¥pene
dokter d
@bel tenaga de

Pangkaipaila a ultivariat dipere
peradaan prog
2 (dua) ]

Q“ s
an (pengaru
/A\ ogral 'i esmas, yaitu dengan
=y, 4“*‘, -u-!" a0 dari Bambang Gunardi

program Puskesmas

h Puskesmas ialah

a tersebut terlihat

aling besar dalam

I

dipengarghioleh @

Dalam # ‘(Vq.‘gz

di Puskesmas yang membutli

pkan bahwa hanya 4,1% peran dokter
an kompetensi sebagai professional kedokteran.
Sedangkan mayoritas peranan dokter (95,9%) di Puskesmas tidak membutuhkan
kualifikasi dan kompetensi dokter. Hal ini pernah disebutkan oleh Yaslis Ilyas
(1999), vaitu ; ”Pada Negara berkembang fungsi dokter berbeda, terutama yang
bekerja di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Mereka mempunyai fungsi
ganda yaitu fungsi administratif dan teknis medis. Mereka diharapkan mempunyai

kinerja yang baik dalam kedua fungsi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi
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kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. Tentu ini bukan tugas dan
kewajiban yang mudah untuk dicapai sekaligus.”

6.2.2 Hubungan Antara Jenis Tenaga Kesehatan Dengan Rata-Rata Capaian
Indikator Kinerja SPM Kab/Kota
Pada hasil penelitian untuk hubungan jenis tenaga kesehatan dengan rata-
rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota diperoleh hasil bahwa hanya 3
(tiga) jenis tenaga yang mempunyai hubungan kemaknaan secara statistik pada uji
korelasi, yaitu tenaga dok

yang memilis ‘ aterminasi yang paling tinggi ialah
tenagg o i aat dilakukan uji multivariat

keti g dikeluarkan dari model

a0 dan apoteker. Dari ketiga jenis tenaga tersebut

ata capaian indikator

: M‘_—o terhadap rata-rata
hIKota dagaid fasums arena banyaknya

g terdiSERPNSI pg es kab/Ke ini sesuai dengan

hermaknaan sAGara

ndikator kine

n atakan olgfif\Wo ANk bahwe jumlah bida sistem pelayanan

anyak seg ohifikan r'p patannya ik setidaknya ada

rang bida ‘ esuai den litian Gita Swisari

/Kota yang terkait

2 LPa
delga .,, . ) 'NE0 ‘h B1csacang tahun 2009 diperoleh
_ : dA jungan neonatal ke-2
(KN]_) ia mn'ﬂﬂm @ :
ke-4 (K4) iala ¢ ‘lw/ 0

tenaga kesehatan juga cukupDaik (54,8%).

gLl cakupan kunjungan antenatal

nerja untuk cakupan persalinan oleh

6.3 Jumlah Tenaga K esehatan

Perencanaan Sumber Daya Manusia adalah proses estimasi terhadap
jumlah berdasarkan tempat, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk
memberikan pelayanan kesehatan (llyas, 2004). Menurut (Long & Mercer, 1981;
WHO, 1990) perencanaan SDM Kesehatan berkaitan dengan tanggungjawab

untuk mempersiapkan dan melakukan proses estimasi jumlah dan kombinasi
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personil yang tepat dari jenis pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku
mereka, yang dibutuhkan untuk mencapai target dibidang kesehatan yang telah
ditetapkan dan pada akhirnya tercapainya sasaran peningkatan derajat kesehatan.
Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan ketentuan tentang standar
jumlah dari tenaga kesehatan dengan sistem daftar susunan pegawai (DSP) dalam
Kepmenkes Nomor 81 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan
SDM kesehatan di tingkat propinsi, kab/kota serta rumah sakit, dimana dalam

Kepmenkes tersebut pembagi@g tenaga Puskesmas jumlah tenaga kesehatan yang

ada dibagi menugt 4 C alfy Puskesmas pedesaan dengan jumlah
tenaga ke 3 ; dS@shperkotaan dengan jumlah tenaga
kese \ a g ' J8AGN dengan jumlah tenaga
: pencil dengan jumlah

Waj n Daerah Kepulauan

ol Sl uskesmas Daerah

QERANGY Selain itu standar
olehaDirekt deralgBina W SESe (Ditjen BUK),

'S dalam™byku pEED ten@iga. kesehatd diperoleh standar
umlajftenaga kegeha & saa rawataan standar jumlah
agd kesehata > an ialah
J ( f":gr' ,, - 'Mkkan bahwa jenis

tenaga yang lain di

Jah h..l.:m-v( 1 sebesar 45 S8langakan yang terendah

iafah t8 aﬂ“ D
6.3.1 Hubungé 3 \W ; Dengan Keberadaan Program Wayjib

Puskesmas

Pada hasil analisis bivariat untuk melihat hubungan jumlah tenaga
kesehatan dengan keberadaan program wajib Puskesmas diperoleh hasil proporsi
jumlah tenaga kesehatan yang memiliki hubungan kemaknaan secara statistik
ialah proporsi tenaga perawat, proporsi tenaga sanitarian, proporsi tenaga perawat
gigi, proporsi tenaga analis dan proporsi tenaga kesehatan lain. Sedangkan padé
analisis multivariat diperoleh hasil proporsi tenaga perawat gigi yang memiliki

peranan atau kontribusi yang paling besar terhadap kelengkapan program wajib
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Puskesmas, yaitu dengan nilai Beta = 0,388. Jika dibandingkan dengan standar
yang dibuat oleh Ditjen BUK setelah dikonversi dalam bentuk proporsi diperoleh
hasil kisaran proporsi untuk perawat gigi di Puskesmas perawatan ialah sebesar
3,33% dan Puskesmas non perawatan ialah sebesar 4,76% hal ini berarti untuk
Puskesmas perawatan sudah sesuai dengan hasil penelitian dimana mean proporsi

perawat gigi ialah 2,8% dengan rentang 95% CI terletak pada 2,09-3,53%.

6.3.2 Hubungan Jumlah Tenaga Kesehatan Dengan Rata-Rata Capaian Indikator
Kinerja SPM Kal

Pada : ' Wkmiaelinat hubungan jumlah tenaga
éhla SPM Kab/Kota diperoleh
i hubungan kemaknaan
pporsi tenaga bidan.
r8i tenaga bidan dan
a[jtribusiyai ing besar terhadap

an indicate 5PM Kab , ‘denoam nilai Beta = 0,28
Oa bidan dan Bé 26 tenags \J aga apoteker ada
ghalisis multid@riateBkdiena pad@htahapan selé t sebelum masuk
multivaridt didihakantpafl ©98,25 sedan
f@bel yang diry

tahapan bivariat

untuk va g memiliki p value

hlat0leh Ditjen BUK setelah

ar@iyproporsi untuk tenaga

e 2U%ydan Puskesmas non perawatan

bidan di~ZuSKe - @

ialah sebesar 1€ : \fwj |

bidan sudah sesuai atau meleb

asil peneltian untuk proporsi tenaga
NI standar yang dibuat oleh Ditjen BUK baik pada
Puskesmas perawatan maupun Puskesmas non perawatan dimana mean proporsi
tenaga bidan pada penelitian ialah 27,10% dengan rentang 95% CI terletak pada
23,52%-30,69%.

Sedangkan untuk tenaga apoteker jika dibandingkan dengan standar yang
dibuat oleh Ditjen BUK setelah dikonversi dalam bentuk proporsi diperoleh hasill
kisaran proporsi untuk tenaga apoteker di Puskesmas perawatan ialah sebesar
3,33% dan Puskesmas non perawatan ialah sebesar 0% hal ini berarti bahwa hasil
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peneltian untuk proporsi tenaga apoteker sudah sesuai untuk Puskesmas non
perawatan dimana mean proporsi tenaga apoteker pada penelitian ialah 0,549%
dengan rentang 95% ClI terletak pada 0,298%-0,799%.

6.4  Hubungan K eberadaan Program Wajib Puskesmas Dengan Rata-
Rata Capaian Indikator Kinerja SPM Kab/K ota
Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, terpadu yang terdiri dari berbagai
elemen (sub sistem) di dalam suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai

salah satu kesatuan orgaaé istem terbentuk dari elemen atau bagian yang

saling berhubungan - ' arfllimApabila salah satu bagian atau sub
sistematicl: 3 a AMEm gengaruhi bagian yang lain.

qaris besar ialah sebagai

RI0 jaral gaky(impact), umpan balik

gkunga q T penurut  teori  dari

1992) disobutkanabanw indikgtorspela kesehatan adalah

i

g indikatO evan berkgitag @it -Proses-Output-

isaln dika (dg para haran biaya yang

2, perlengkagan dansp@ralatan ter term ¥atan, adanya SOP.
er prosesf misilk; “ diri @& tunjukw
polgitinan keseh@ ‘ puh oleh t sehatan; indikator
Ou Z&l‘ﬁ‘l /A\ ﬁ}h‘. it, angka kematian,
anGka=0a e, hetigha 9 | i, penyakr g Saiha, peningkatan pendapatan
dan |3 :
e’mum-ﬁ%@ RUisKesikas Vaie menjadi elemen input adalah
b

prosesnya adalah program pelayanan kesehatan Puskesmas tersebut dan outputnya

sanaan kegiatan

tenaga kesehatd awat dan tenaga kesehatan lainnya,
adalah cakupan dari pelaksanaan program pelayanan kesehatan tersebut.

Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya
ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan
wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas yang ada di wilayah
Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:
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a. Upaya Promosi Kesehatan

b. Upaya Kesehatan Lingkungan

c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana

d. Upaya Perbaikan Gizi

e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

f. Upaya Pengobatan

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa 97,405% Puskesmas di 35
Kab/Kota DTPK telah mepg
hanya 45 Puskesma

iki kelengkapan program wajib Puskesmas dan

ikiprogram wajib secara lengkap.
Pag i ‘ ) iperoleh hasil bahwa kelengkapan
permakna secara statistik
? Nl Kab/Kota dengan nilai
cr{d “koefisie]; inasi sebesar 0,275
program dapat
capaian indicator
/I KabiKota. ) : 3 g MU IL@Rlate  kelengkapan

an progfamiwaj es enjadi u atau memiliki

ontuidisi dan pej He a0 rh ata-rataator kinerja SPM
ab/ lota denga i B 0,4
Hal ini Penden [ omrghalwa peruk antitas dan kualitas

d cnine > arena sesuai yang

(tiga) jenis standar

kualita nan. e anada R tandar masukan. Perubahan
pada standarme aKa v gaoastandar proses dan selanjutnya pada

hasil atau luaran baik bé gkatan cakupan ataupun kepuasan pasien.
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN

71  Kesmpulan
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu dari kelengkapan
keberadaan program wajib Puskesmas ialah jenis tenaga dokter dan
proporsi perawat gigi. Sedangkan yang menjadi faktor penentu rata-
rata capaian igdiRator kinerja SPM 35 Kab/Kota DTPK ialah
keleigks aa an wajib Puskesmas dan proporsi

Ppaga kesehatan yang ada

Skesmas ‘ ab/ Kete g bnaga perawat, bidan,
3 ‘Sedanaka g Kabupaten/Kota
Vt mengalami kekosonganyialai Len0atknis kefarmasian,
itarian, pe Sehatan/pro 5. analis kesghatan, dokter gigi,
pera qlgi, d ekel entare a kesehatan yang
memilil@lipropaksi terfBesar dbandingk an, JSRGaR pL@porsi jenis tenaga

v kese ) g : ?e diurutM terbesar ke yang
‘ terkeciUiala erawat, propoM proporsi dokter,
d ﬂ " )m pasi teknis kefarmasian,

, proporsi dokter gigi,

h kesehatan/promkes,

3. Hasil penelitia unjukkan bahwa rata-rata capaian indikator

kinerja SPM Kab/Kota di 35 Kab/Kota DTPK prioritas nasional
program pelayanan kesehatan ialah sebesar 57,42%.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kelengkapan keberadaan
program wajib Puskesmas di Kab/Kota DTPK ialah sebesar 97,405%

5. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel jenis tenaga kesehatan

yang mempunyai hubungan bermakna dengan kelengkapan program
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wajib Puskesmas di Kab/Kota DTPK ialah tenaga dokter, bidan, teknis
kefarmasian, tenaga gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan/promkes, dan
analis kesehatan. Sedangkan untuk variabel jumlah tenaga kesehatan di
Puskesmas yang mempunyai hubungan bermakna dengan kelengkapan
keberadaan program wajib Puskesmas di Kab/Kota DTPK ialah
proporsi perawat, proporsi perawat gigi, proporsi analis kesehatan,
proporsi sanitarian, proporsi tenaga kesehatan lain

6. Hasil penelitiag pjukkan bahwa variabel jenis tenaga kesehatan
akna dengan rata-rata capaian
: tenaga bidan, dokter, dan
tenaga kesehatan yang
ata capaian indikator
at, proporsi bidan.

' beI Ke han n program wajib
Pliskesmas iki  hubfigag 8kPE Adengan rata-rata

capaié llikaf ja SB ab/Ka

. an
A 400 W~
Berdasar o i pemb ran yang dapat

{ “/\ )\

) andar jumlah tenaga

ese :Wmm--ﬂ‘ au non perawatan.
2. 1 w

d intah Daerah

- Perlu dilakKan penempatan tenaga kesehatan dimana
Kab/Kotanya masih belum ada jenis tenaga tertentu seperti tenaga
dokter gigi, sanitarian, penyuluh kesehatan/promkes, analis
kesehatan dan apoteker.

- Perlu dilakukan upaya penempatan tenaga kesehatan secara tim
dimana anggota tim untuk mendukung kelengkapan program wajib
Puskesmas diprioritaskan kepada jenis tenaga dokter dan analis
kesehatan
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- Perlu adanya kooordinasi dan pembinaan terhadap Puskesmas yang
belum memiliki program wajib Puskesmas secara lengkap
3. Untuk peneliti lain
- Perlu dilakukan studi secara komprehensif (jenis, jumlah, kualitas
dan distribusi) dalam upaya-upaya meningkatkan cakupan
indikator kinerja SPM kab/Kota
- Perlu dilakukan studi lanjutan tentang hubungan jumlah dan jenis

tenaga kesehatan terhadap pencapaian indikator Kkinerja SPM

al) 'eIRUSKESMAs

AN
Y. Y

LNy

— N
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KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena berkatrahmatdan hidayah-Nya, telah selesai ditetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang berisi kerangka kebijakan,
pengorganisasian di daerah kabupaten/kota serta peran pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota. '
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' program pusat dan daerah
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Kesa 2publikThd NE i g JIKESE hatan yang
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‘e
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pembangunan
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kesehatan. o 4

¥ 26 Agustus 2008
Sekretaris Jenderal

S‘:‘;‘ &
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ﬁ;gjaﬁi Ahmad, MPH
NIP. 140 086 897
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negaré Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Mengingat

-1 —
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12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomg

Tahun 2004 tentang
Pemerintah Pusat dan
@ Republik Indonesia
embaran Negara

entang Praktik
onesia Tahun
ara Republik

. Peratura? tah Nom& D5 tentang
Réngelols Pert Jjung)3 gan Daerah
(Lemibara a Republik Indo 005 Nomor
144@mbahig barj@lNegara R 5 dogesia Nomor

Ak @ H
: mor 79 Wah 05 tentang
Pengawasan elenggaraan
el gara  Republik
"’ Pahan Lembaran

I

a 2005 tentang
@pan Standar Pelayanan

. blik Indonesia Tahun 2007
paran Negara Republik Indonesia

Nomor47

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republiflndonesia Nomor 4741);

10. Peraturg Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Antar Daerah (Lembaran

2007 Nomor 112,

ndonesia Nomor

ang Penerapan

Rerattiran WVentar D Tahun 2007
g Pé @ e
"Peraturan Menterib- 58 un 2007

ang s P ¥Bale m Negeri
omor 13 gelolaan
Ke 9en D

13. Peratug eriDala egeri N& un 2007
tenta Pe Pe unan IS Péncapaian
Sta r nandVi

14.Kep 'geri Nom "05-76 Tahun

4kan Tim Kon

-~
o ( )‘

Menging Hasil K ,,..,;-g.. ; V21 agan Otonomi

ui'/
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI
- KABUPATEN/KOTA.
— T e
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
dengan :

sehatan selanjutnya
inerjapelayanan
h Kabupaten/

plah  fungsi

PIQUR s keperluan
asyaraka HENMERIDG o tkan taraf
at.

sel nya di

n.

tah adalah

JEjitnya dis h adalah

yang Matas—batas
dw

engatur urus urusan

SHentingan at setempat
si masyarakat

da S - desattiangRe Dutlilelndonesia.
‘-,..m-m‘-‘-‘"-"_"-’:ﬁ-m-ﬂ/ garaan urusan
: fiptahen 6 5E ah Kabupaten/Kota
'7’/?@ ASas & Pran tugas pembantuan
Cié J psatuan Republik Indonesia
sebagalig aksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

/. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan
kemampuan sistem atau sarana dan prasarana,
kelembagaan,personil,dan keuanganuntukmelaksanakan

fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai
tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara

— 4 —
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efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya_disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahu l@han daerah yang dibahas dan
' S itah daerah dan DPRD dan
e D 1)

pate ! ggard esehatan
sesugl SP pta

7
>

1)

(2) Kekahat c@8gliMana dim ayat (1)

s I De an kesehgt g meliputi

jen ayan? fargamn dikator kine arget Tahun

% pada Tahun

or nan yang ditangani 80

: pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90% pada Tahun 2015;

4. Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani 80% pada Tahun 2010;

6. Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;

Cakupan  Desa/Kelurahan  Universal  Child

Immunization (UCl) 100% pada Tahun 2010;

N

—5_

Studi evaluasi..., Radinal Husein, FKM Ul, 2013




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun
2010;
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 %
Ql0:

buruk mendapat perawatan
3 :
phatan siswa SD dan
010;
0% pada Tahun 2010;

; Nk ganan penderita
2 K o% 0
Pan pelavanaQ ¥ 1./

PO% pad 3

sar masyarakat

an Ruj8
playanan K& ujukan pasien
iskin 1009 2015;

angaw el1yangharus
a kesehata abupaten/Kota
0.2015.

Penanggulangan

galami KLB yang

d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015.
Pasal 3
Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 2
ayat (2), Kabupaten/Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis

pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

s ()
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Pasal 4

SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 diberlgidlkan juga bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Q22

dalam
penyelepggaradn pelayana 5 sesuai SPM
. aksahak J gkat Daerah

Kabup3 dan masya

(2) Penyelengg n elayanan esuai SPM
ehat é eR8gaim@na dimaksyd pads aybt (1) secara
ef@Rioh dik80r ikan ol€ Kesehatan

4 (3 i an - pelayand 2 sesuai  SPM
‘( sehat \I “J ;b nsesuaidengan
ifikast da pelenst Valic hkan.

- (J

ANAAN

Pasal 6

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam
perencanaan program pencapaian target masing-masing
Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam

— 7
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BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

pembinaan teknis atas
esehatan.

pada ayat (1)
k Teknis yang
atan.

enterl ResehatagSctelah DE asydéngan Menteri
B e % elcaasikain p aan teknis

sebagal sud padag@ya . Gubernur
S wa rintg
)

o dae
-1\
s melakukah/asan teknis
TS DO .AQ pencapals P tan, dibantu
d L ,, ende l)“ﬁ ehatan.

daerah dalam

as penerapan dan
Bantu oleh Inspektorat
gan Inspektorat Kabupaten/

Kota.

(3) Bupati/ Walikota melaksanakan pengawasan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM
Kesehatan di daerah masing-masing.

—11 —
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

ai berlaku semua peraturan
sehatan dinyatakan tidak

putusan Menteri
P003 tentang

an Standar E Kesehatan
. di KabuBatehiKe : gi.

Peratugdly ini rlakiipada tanggal'e 4 &
w Ad)

— 12 —
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— Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota —

Proses Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

di Kabupaten/Kota

Proses Penyusunan SPM Bidang Kesehatan sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tanggal 29 Juli
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
melalui suatu rangkaian kegiatan d@ngan melibatkan berbagai pihak sebagai
berikut:

1. Lintas Unit Uta

2. Lintas seki , Depkeu, MenPAN,

N oo w

BKN, Ke
3. Lintag DPRD Provinsi/
it di Provinsi/
4. ’rovinsi/Rabupatény y =Y Provinsi/
() . = I d.
v i Ke an d Pu
onor Agend
8
9.

guruan Tj gl
an Luar oh sultah) Jomestik. ‘
Vunan SP pkannya Pe‘@merintah
Nomo pan Standar

Prose

Pelayana \9) rtemen/LPND
harus mepg - Derg lan menetapkan

SPM di li sional.

Dalam halini Dep3 yempurnaan terhadap
Keputusan Menteri Kes “ \M SK/X/2003 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Keseha abupaten/Kota, mengingat pada saat
proses penetapan Kepmenkes tersebut melaluitahapan kegiatanyang melibatkan
hampir seluruh stakeholder terkait, serta memenuhi prinsip dasar penetapan SPM
sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 65 Tahun 2005.

Dalam penyusunan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tersebut melalui
serangkaian kegiatan sebagai berikut :

— T8 —
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— Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota —

A. Tahun 2005

Pada Tahun 2005, dilakukan beberapa kali pertemuan Tim Penyusunan SPM
Bidang Kesehatan untuk mengevaluasi SPM Bidang Kesehatan yang ada, serta
identifikasi terhadap indikator SPM sebagaimana tertuang dalam KepMenkes
Nomor 1457 Tahun 2003. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan
diberlakukannya PP Nomor 65 Tahun 2005.

B. Tahun 2006

1. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.5J.SK.IV.0355 tanggal 5
April 2006 dibentuk Tim Penwisunan SPM Bidang Kesehatan dengan tugas
memfasilitasi penyusuna idang Kesehatan.

2. Padabulan Mei 200 < er agalim Penyusun SPM dalam rangka
brain stor 2 $ g kriteria dan konsep/draft
awal SPj

3. Pada

intensif/roadshow di
iator SPM Bidang

embahasan SPM

, ngan Depkes,

aGIUINISISINPIO fesi, Adinkes,

UPETgurudNgi as sekl§ ‘ Depdzagri, Bappenas,

PAN dll), me an kesepaka Cl1a_ddmRprinsip SPM

ehatarfgfafcan yedhp@maan kebutuhan
am rangka iufiiple ﬂ@ SPMgelan Standar hatan.

Pada DuiEn Juni - J apeb@BRrapa kali embahasan

BBidang Kesq urujg it utam gan Depkes
Mlkan ra an  SPM Wesehatan di
en/Kg
: { ’/\\ bPakar Perguruan
i ] hdap2 4 <ar terhad i

agReangan SPM Bidang
7. tu. Sanakan antangan SPM Bidang
KesehatanwRada @ ‘ ldtiga korstaf) diperluas yang
dihadiri oleh Pejak >
8. Pada Bulan Nopember s\ . akan Model Building Exercise (MBE) di
Provinsi Banten (Kota Serang), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Kediri) serta
Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang), dengan melibatkan Tim
Departemen Dalam Negeri,Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota, Adinkes, Puskesmas serta beberapa UPT di Daerah.
9. Pada bulan Nopember 2006 dilaksanakan finalisasi rancangan SPM Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota oleh Tim Penyusun SPM beserta seluruh unit
utama terkait.

= 14 —
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— Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota —

. Tahun 2007

. Pada bulan Pebruari 2007 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6
- Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal,
sehingga rancangan SPM Bidang Kesehatan dikaji untuk memenuhi
persyaratan/kelengkapan yang ditentukan.

Pada bulan Maret 2007 dilakukan pertemuan dengan seluruh unit utama di
lingkungan Depkes, untuk mengidentifikasi kesiapan perangkat pendukung
SPMBidangKesehatan (Juknis SPM,Analisis Biaya sertaketenagaan pendukung
SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri6 Tahun 2007.Disamping
itu juga persiapan pembahasag orum Tim Konsultasi.

Pada bulan Mei 200Zasdi 2 R3S PM dengan Lintas sektor,
termasuk analis sur Depkes, Depdagri,
Kementeriggil i ~ dam konsultan.
Selanjutn ilitasi, konfirmasi

lapang 5 % Bid3 Al endapatkan
korek 5 arl Jajara ; 3 ,

di Provinsi/

esda Kl Jak
rkesda

akerkesda K é 6 ;
erkesda

A kerkesd a(%e Bara ‘
i. wkor akerkesda v
j. ake g o‘\
. Foruma 'h | ..
m. S§ D Ilnrl. - SR LE KT 1S
Pada ba¥an

anga q,g J an dan dibahas
dalam forum Rag '/ w 4

Pada bulan Agustt ’ gpUan awal Depkes dengan
tim teknis dari Tim Konsulta g aSIIkan masukan bentuk/ format /
instrumen bagi Tim Konsultasi. Instrumen dimaksud akan digunakan oleh Tim
Konsultasi sebagai tools dalam rangka penilaian SPM sektoral.

Pada bulan Nopember 2007 diselenggarakan pembahasan rancangan/draft
SPM Bidang Kesehatan dalam forum Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim)
yang dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon | dan Eselon Il di lingkungan Depkes,
menghasilkan penetapan resmi usulan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/
Kota untuk diusulkan kepada Tim Konsultasi.

== 5 ==
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— Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota —

8. Pada bulan Nopember 2007 Usulan SPM Bidang Kesehatan disampaikan
kepada Mendagri selaku ketua Tim Konsultasi, untuk dibahas dalam forum
selanjutnya.

-9. Selanjutnya Departemen Kesehatan diundang dalam pertemuan breakfast
meeting/Launching Tim Konsultasi,dimana Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Depkes a.n Sekretaris Jenderal turut hadir. Dalam pertem'uan disepakati
bahwa usulan SPM sektoral utamanya Depkes diagendakan pada awal Bulan
Desember 2007 .

10. Pada tanggal 10 — 11 Desember 2007 dilaksanakan pembahasan intensif
dengan Tim Konsultasi yang terdiri dari unsur Departemen dalam Negeri,
Bappenas, Departemen Keuangan, Kementerian MenPAN, dimana
menghasilkan keputusan bahwa SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
dinyatakan layak karena tg emenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai

SPM Bidang Kesgha aia Nasic da _selanjutnya direkomendasikan
untuk dibah; Y . Otonomi Daerah (DPOD).
D. Tahu : '

enyusunan SPM
Pertimbangan
bahwa draft
ualitas mutu
Wos daerah dan

Kabupaten/
ghas dalam 4 aerah (DPOD).
idan impin o dan dihadiri

enteri Keu an, p ara, Menteri
U dan HAM, ur DKI JaR@ita erapa Bupati
KO 12 el pe M\ al arta akg ! Hasil sidang

£ 3 pPE

; r@( . ,ii V.u :}‘ ' di Kabupaten/
ota ._.\. ditetz gkan tw@e®MBoteri Kesehatan, dan
dik % 2 ":lrg-lr-mN

\r

s 16 =
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— Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota —

Kontributor

Tim Perumus

Agus Purwadianto (Rohukor), Suwandi Makmur (Itjen), Bambang Hartono (Pusdatin),
Tritarayati (Rohukor), Sawidjan (Rokeukap), Bagus TH (Rokeu kap), Endang SW (Puspromkes),
Rahmaniar (Pusdatin), Lucas H (Dit. Ibu), Lukman (Dit. Ibu), Kirana P (Dit. Anak), M.Nasir (Dit.
Anak), Entos (Dit. Gizi), Tatang (Dit. Gizi), Emil B (Dit. Yanmedik Dasar), Bambang W (Hukormas
PP&PL), Sujais (Hukormas PP&PL), Mulyadi (Rohukor), Astrid (Rohukor), Satijo (Rohukor),
lwan K (Rohukor).

Lokakarya SPM Bidang Kesehatan di Kabf@ipaten/Kota
Cisarua, 4-6 September 2006

SAM Bidang Pe Desentralisasi, Kepala Biro Hukum
dan Organjs aR, BKN, Bappenas, Depdagri,
Ditjen Biha K 3 ; 5. Bitjen PP & PL, Badan PPSDM
Kes, B 2 gan dan Perlengkapan,
Birg ala ] gkes, Wakil dari Dinas

3 < P IDI, IBI, KKI, Broto
Kasubbag Anjab,

o KaKO
g, 1 Novembe

d (Sekretaris Blend shnajayd®™(SAM  Bid an Kapasitas
gaan dan Deg@ntralis dial Reesdal B jayaan dan

De aan Masyagaket) Irid endo i ng Sardjono
nBinaKesmg /3 0 iﬁ\ B anmedik),

sditjenBinfar
lke’s), Titte Kab ain K (Ses

M Kesehatan),
q Amin (Ses. aro Hukum da si), Budihardja

Pérencas J djcho [ euaniga Perlengkapan),
i % . W k Masulili (Kapus
K Rambe 3 ; b RUStam S Pakaya (Kapus
ulmrw!/“ mayanti (Dir. Bina
‘ 2 j Tj bdul Muchsid (Dir.
Bina Far nitas B 3 IR quksi dan Distribusi Alkes),
Bahron Ari idjo Susono, Broto Wasisto,
Tritarayati (KaD3G*An; B8 Tatalaksana Keuangan), Bagus
Tri Handoyo (KasubBag™ 3w asubbag Analisa Pembiayaan & informasi
keuangan), Astrid (Kasubbag Perlg@mBangan Jabfung), Mulyadi (Kasubbag Anjab), Satijo
(Kasubbag Tatalaksana), Iwan, Maritania, Hotman, Dermawati, Darwiyati, Iskandar (Staf Biro
Hukor).

Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Depdagri, 11 Juni 2008

Depdagri: Mendagri, Staf Ahli Mendagri Bidang Pembangunan, Dirjen Otda Depdagri, Dirjen
BAKD, Sesditjen BAKD, Irjen, Dirjen Pemerintahan Umum, Sesditjen Otda, Direktur Fasilitasi
DPOD & HAL, Direktur Urusan pemerintahan Daerah, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro
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— Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota —

Hukum, Kepala Biro Organisasi, Sesditien PUM, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah,
Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan, Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi
Kinerja Daerah, Kasubdit Fasilitasi DAK, Kasubdit Standar Pelayanan Minimal, Kasubdit
Kemitraan Legislatif dan Eksekutif, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat DPOD;

Depkeu: Menkeu, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara, Dirjen Perimbangan
Keuangan, Direktur Dana Perimbangan, Sesditjen Perimbangan Keuangan, Kasubdit Dana
Bagi Hasil SDA, Kasubdit Dana Alokasi Umum;

Kementrian PAN: Menpan, Staf Ahli Menteri PAN Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan;

Bappenas:Kepala Bappenas, Deputi regional dan Otonomi Daerah, Direktur Pengembangan
dan Otonomi Daerah;

Depkumham: Menkumham enkumham Bidang Pengembangan Budaya Hukum,
Direktur Harmonisasj-Pg ’ 1 daggan, Kasubdit Bidang Polhukam;

dgara Pemerintah Daerah dab

Setkab: De
Kesej I£: a

DEp i/ € al), E eral), Suwandi Makmur

\ \ gu : B TUKQ , Anjab & Tatalaksana
RUSSIBMET (Kab g -gar), Harn Aardj pbag Verifikasi dan
ar Bra 2 Data Pusdatin), Bagus
)ag Adalisa Pembiayaan &
n!

bbag Verifikas| fOKgKap), Sawid]a
QI ash Ke gahsheke ka tut W ainb Ova
y drniawa C n dan Or9ahi

canaan Program

N
\F
= N2

Y,
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MENTERE K::SEH#TAN
REPUBLIK: INDQ SIA

KEPUTUSAN MENTER] KESEHATAN R|

NOMOR 758/MENKES/SK/IVi2011
~ TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN; KECAMATAN DAN PUSKESMAS DI

PERBATASAN DARAT DAN PULAU-PULAU KEGIL TERLUAR

BERPENDUDUK YANG MENJADI SASARAN PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
TAHUN 2010 - 2014

MENTERI KESE ATAN REPUBLIK INDONESIA

ional diarahkan pada wilayah
is] ‘dalam ' sepanjang ‘batas
dily, 12in, dalam hal batas
erbaiasan berada. di

@ MENIMBANG

aterian Kesehatan

D atf' mudah

q ' ' Bten di daerah

asan ‘dan KRl g g\ Kerjasama
dan lintas sektd ‘ :
menig an kog
lintag tor dipd

5 kegi

barkan imbangan

ama lintas
kesamaan

k), (c) dan
Menter:
matan dan
Pulau Kecit
an  Prioritas
di Daerah
010-2014

Dg Pemerintahan
dOResia  Tahun 2004
gara Republik Indonesia

LIHSSIEt diubah terakhir dengan

2008 tentang Perubahan

psiang Nomor 32 Tanhun 2004

Daerah (Lembar Negara Republik

Indones ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Repubhk Indonesia No. 43 tahun 2008

tentang Wilayah Negara (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 No 17, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 4925)
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LK INDONESIA

3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang. Kesehatan
(Lembar Neégara | Republ;k Indonesia Tah n-2009 No 144,
ndonesia. Nomar’

4 Peraturan Presidgen RI No.. 78: Tahun 2005 tentang
Pengelolaan ‘Pulau-Pulau Kecil Terluar (92 Pulau Pulay
Kecil Terluar)

5 Peratiran Presiden No. ‘5 Tahun 2010 tentang Rencana:
“Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014
6 Perat n Presnden No 12 Tahun 2010 Tentang Badan-
‘Nagi sngelola Perbatasan
: Menteri Kesehatan Rl
8 tentang Sistem Kesehatan

Behatan RI No
Organrsas: dan Taia

hun 2011 ~

adan iNasic : tasan No 2
entang Rencana induk olaan Batas
flar aadan aSanpiReibe 1 Tohun 2011 -

hdan Nasiona g san No 3
Tel Renca j san Balas
2011

d4f) "USkesinas sas s nasional
KeSER RI di Daer Perbatasan

05 —2009

gembzZngan Kawasa is Nasicnal
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Keenani 3 Keputusan ini. ‘berlaku. pada ‘tanggal ditetapkannya dengan
ketentuan apabrfa dikemudian hari t ‘dapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagalmana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal i 11 April 2011
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LAMPIRAN n

Lampiran Surat Ksputusan Menterl Kesehatan
‘Nomor 758/ MENKES/ISK/IVi2011
‘Tanggal + 11-April 2011 ‘

101 PUSKESMAS SASARAN PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHUN 20102014

.NO PROV!NSI KABUPATEN KECAMATAN PUSKESMAS
1 SUMATERA Nias Selatan Pulau-Pulau Batu Pulau Telo
UTARA S
2. | BENGKULU Berakulu | Enggano Enggano
3 KEPULAUAN | Karig Tebing Tebing
RIAU ]
"Pulau Laut:
) Pulau Subi
e Serasan
b 0 Belakang Padang
4 Yang: Naikliu:
af Ogpdli
Imor engah Wio ban
TU) Miomalo'Be asm:fu
: Tir npenn
Bh(oml Nl o
el oy ‘ N
elu: JTasifentofiimu domy
Le maknen
amakiicn S )
j Duabe us
balima Timur
7 HEN JEckesak’
ik Mesak idwen ;
. K fiesak en
uk ora
| Elatan Pagang-Alang
Timur itaing
A raga
alunan
AN oh Palch
| aiing Sajingzn Besar
Entikong
Balai Karangan
Senaning
‘Merakai
Nanga Kantuk
ncana Puring Kencana
adau Badau
Batang Laupar Lanjak
, Embaloh Hulu - Benua Martinus
Bengkayang Siding Siding
Jagoi Babang Jagoi Babang
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HENTERIKESEHATAN
REPUBUIC INDONESIA

~KABUPATEN

Ke ulaLaﬁ S»

Maluk
‘NlT

P
(MB

A

NO. ‘PROVINSI KECAMATAN PUSKESMAS
6. | KALIMANTAN. {-Kutai Barat LongApari © “Tiong:Ohang
TIMUR Long Pahangai Long Pahangzi
Malirau -Kayan Hulu: Long Nawang
Kayan Hilir Data Dian
PUJungan : Lpng Pujungan
Kayan Selatan Long Ampung
Bahau Hulu Long Alango
‘Nunukan Krdyan k Long Bawan
Krayan Selatan Long Ayu
Ris Masaleng
) Nunukan
| Setabu
Aji Kuning

‘Sungai Nyamuk

‘Pembeligngan.

hlarayua A,runq
pngas
ztung:
alan

ru
wohreli
i
Ustutun
oijabi
isiang

p N,
UTARA 4 . M Wayabula :
. ] m \ Bere-bere
11_] PAPUA 0 i ol A (5 Koya
\ww” F Sarmi
Keerom Towe Hitam Towe Hitam
Waris Waris
Senggi Senggi
Web Ubrub .
Supiori Supiori Barat Sabarmiokre
Supiori Timur Sorendiweri i
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SEHATAN:
INGONESIA
LAMPIRAN: Jl_l .
‘Lampiran Surat Keputusai teri Keseha
Nomor : 758/MENKES/ISK/IVI2011
Tanggal : 44 Aprili2011 I

KECAMATAN SASARAN BADAN NASIONAL PERBATASAN YANG MENJADI
. SASARAN TAMBAHAN PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,
PERBATASAN DAN KEPULAUAN TAHUN 2010 — 2014

Vienteri Kesehatan.

PROVINSI | KABUPATEN ~ KECAWATAN

CEF _ ‘Kota Sabajth Sukakarya-

Tanjung Beringin

Bulang
Bintan Timyr
Bintan Utardh
Tambelan

< Bintan

ambua
Lasiolat
Tansifeto Barat
Malaka Barat

Alor Kalabahi.
Rotendao ‘Rotendao Barat daya
KALIMANTAN- Kapuas Huly Putusibau Utara
: Putusibau Selatan

_| BARAT
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

eknis tahunan
hatan kepada

@bagaimana

elakukan
ban SPM

. Nl
NG DAN EVAL

g dan evaluasi
Pemerintah Daerah
mutu pelayanan dasar

dimaksu
P inaa
Keselatan

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Monitoring dan evaluasisebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

— i ==
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9
Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM

Kesehatan seba@@inana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan
sebagajs

pbangan  kapasitas
PM Kesehatan;
lan pengawasan
penerapPad ' k pemberian
D ardae gir T \ berprestasi
sangat Ralk;: '
s i i nksi kepada
ah Kabupa Jak berhasil
eselfatap dend patas waktu

n d@pgan memy fkan kondisi

[& bersangNa sv‘ peraturan

Dd - Ud
Pemeri
cap

yagg di

pengembangankapasitas
ampuan sistem, kelembagaan,
personal keuangan, baik di tingkat pemerintah
maupun Kabupaten/Kota.

(2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi
umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan
dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan
untuk mencapai SPM Kesehatan,termasuk kesenjangan

pembiayaan;

Penyusug rencana pencapaian SPM Kesehatan

arget tahunan pencapaian SPM

paian SPM Kesehatan;
PM Kesehatan.

unjuk teknis,
, dan/atau
bantuan \ainRyas Ha ayat (2),

et ( . aan, personal
dan keua ;

n penyusunan,
asi,pembinaan
dan/atau sub
€rta -pengembangan
penyelenggaraan SPM
ang pakan tugas dan tanggung jawab
#bebankan kepada APBN Departemen

pemerintah;
Kesehatan.

(2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan,
pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan
evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan
sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan
kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab
pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

— 10 —
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